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ABSTRAK

Nama : Dew: Sita Yuliani
Program Studi  : Hukum Ekonomi
Judul . Analists Yuridis Terhadap Pelelangan Barang/lasa Dalam

Perkara Persekongkolan Terdler Menurut Hukum Persaingan
Usaha (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPLIG-L/2005 dan
Putusan KPPU Nomer 17/KPPU-L/2007)

Penclitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis
normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoieh
melalol studi kepustakaan scbagai sumber datanya. Sampai ssat ini, laporan
mengenai persekongkolan tender masih mendominasi faporan yang masuk ke
Komigi Pengawas Persaingan Usaha (KXPPU}. Tahun 2607, sebanvak 75% laporan
merupzkan dugaan persekongkolan dalem tender sehingpga berimbas juga terbadap
perkara yang ditangani oleh KPP Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakiek Monopoh dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut hanya mengstur mengenai
persekangkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, Masalah
vang KkKemudian muncul adalah bagaimana kalau persekongkolan tersebut
dilakukan dalam suatu pelelangan barangfjasa, KPPU sebagai lembaga vang
dibentuk untuk melaksanakan UL No. 3 Tahun 1999 kemudian menyusun
pedoman dan atau publikasi sebagatmana disebutkan dalam tugas Komisi di Pasal
35 buruf £ UU No. 5 Tahur 1999, Dalam pedoman Pasal 22 tersebut dijelaskan
bahwa cakupan tender meliputi fawaran hargz ontuk memborong  atan
melaksanakan suatu pekerjaan, mengadaksn barang dan atau jasa, membeli suatu
barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan atau jasa. Berdasarkan definisi
tersebut, maka cakupan dasar peasrapan Pasal 22 UU Ne. 3 Tahun 1999 adalah
tender atau {awaran mengajukan harga vang dapat dilakokan melalui tender
terbuka, tender terbatas, pelelangan wmum, dan pelelangan terbatas. Dengan
demikian, persekongkolan dalam peiclangan barangfjasa fermasuk dalam
yurisdiksi Pasal 22 UU No. § Tabun 1999, Pasal 22 UU No. § Tahun 1999
menggunakan pendekatan rufe of reasen sehinpga membutubikan  analisa
mengenai dampak persaingannya. Pasal tersebut terdiri dari 5 unsur yaitu unsur
pelaku usaba, unsur bersekongkol, unsur pihak Iain, unswr mengatur dan atau
menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak
sehat. Dalam membuktikan tefjadi atau tidak terjadinya persskongkolan maka
KPPU harus melakukan pemenuhan semua unsur dalam Pasal 22 UU No, 5 Tahun
1999 tersebut,

Kata kunci:
Hukum persaingan, Persekongkolan Tender
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ABSTRACT

Name: Dewi Sita Yullant
Study Progran:  Law Science
Title: Juridical Analysis on the Goods/Services Tender in the Tender

Conspiracy Case According to Business Competition Law
{(Rtudy on Number 04/KPPU-L/2005 and Number 17/KPPU-
L2007 KPPU Verdicts)

The characteristic of this study is Preseriptive; using the normative juridical and
law comparison research method with secondary data that obtained from the
library research as the main source, Until now, the report concemning fender
conspiracy still dominates the reports that enter the Supervisory Commission for
Business Competition (KPPU}. In year 2007, 75% reports are tender congpiracy
assumptions that then bave an impact on the case bandled by KPPU. Tender
conspiracy ruled in Article 22 Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of
Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. That Article only ruled
concerning the conspiracy to arrange or determine the tender winner. The later
emerge matter are how if the conspiracy geeurred on a goodsfservices temder.
KPPLJ as an institution formed to exccute the Law Number 53 Year 1999 then
arrange guidance and or publication as mentioned in the Commission duty in Article
35 letter ¥ Law Number 5 Year 1999, in the Article 22 guidance expianed thai
tender scope includes price bids (0 do the entire jobs or execute a job, provide
goods and or services, buy goods and or services, and sell a goods and or
services. According to the definttion, the basic implementation scope of the
Article 22 Law Number 8 Year 1959 is tender or bids to propose price that can be
done through open tonder, limited tender, public bids, and limited bids. Thus,
conspiracy tender in goods/services tender include in the juridical of article 22
Law Number 3 Year 1999, Article 22 Law Number 5 Year 199¢ used the rule of
reason approach, which needs analysis on the competition impact. That article
consists of 3 {five} elements which are business subject element, conspiracy
element, other parties” element, arrange and or determine the tender winner
element, and the result in unfair business competition element. To authenticates
whether a conspiracy does occur or not, then KPPU must Atfill all the elements
in the Article 22 Law Number 5§ Year 1959,

Keywards: competition law, tender conspiracy
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BAB I
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Dialam upaya unfuk menjamin terciptanya persaingan usaha yang schat,
maka pada bulan Maret 1999, Presiden Republik Indonesia saat itu, yait Prof. Dr.
B. J. Habibie mengesahkan Undang-undang Ne. 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UIU
Ne. § Tahun 19597}, UU No. 5/1999 vang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) ini didalamnva memuat berbagai larangan praktek berbisnis di
Indonesia yang merupakan prakiek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Guna melakukan penegakan hukum dibidang perssingan usaha, maka
dibentukiah sebuah lembaga independen yang mempunyai Kewenangan tersebut,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut “KPPU™) adalah
lermbaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. § Tahun 1999,
sesuai dengan amanat Pasal 30 LU No. 5 Tahun 1999'. Selama ini KPPU selalu
berupaya untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan semata-mata demi
kepeniingan masyarakai luas, bangsa dan negara, tanpa membedakan siapa yvang
terlibat dalam masalah persaingan usaha tersebut. KFPU sebagal lembaga
independen juga selalu berupaya untuk memberikan penilaian terhadap berbagat
perilaku pelaku nsaha dan kebijakan pemerintah dari kacamata netral.

Pada tahun pertama dibentuknya KPPU, berbagai laporan vang masuk ke
KPPU menunjukkan beragam masalah, mulai dari isu korupsi sampai isu
perburshan dan HAKI. Hal inl menunjukkan bahwa masyarskat kita, terutama
pelaku usaha, mempunyai kemaoan yang kuat untuk mempelajari dan mengerts

tentang praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  sehingga  mampo

! KPPU dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesis No, 75 Tabun 1999
tenitang Komist Pengawas Persaingan Usghe, KPPU merupakan lembaga son structural vang
terlepas dari pengaruh dan kekuaszan Penserintah serta pikak lain. Tuingn pembentukan KPPU
adalah untuk mengawasi pelaksanaan UL Ne. 5 Tabun 1999,
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memanfaatkannya untuk mengeliminir hambatan yang menghalang perfumbuban
bisnisnya.

Seiring  dengan  perkembangan  kinerja KPPU, maka berbaga
permasalahan persaingan usaha semakin disadari keberadaannya oleh masyarakat.
Kesadaran ini ditandai dengan meningkatnya jumlah laporan yang diterima oleb
KPPU. Materi laporan yang disampaikan ke KPPU sebagian besar adalah
mengenai dugaan persekongkolan dalam tender, selain itu juga terdapat laporan
mengenal penguasaan pasar, penetapan harge, perjanjian tertutup, monopoli,
oligopoli, jual rugi, dan penyalahgunaan posisi dominan,

Laporan vang berkaitan dengan persekongkolan tender yvang diterima oleh
KPPU sampai dengan Apeil 2003 adalah sebanyak 104 laporan vang meliputi
persekongkolan delam tender yang teygjadi di dalam instensi pemerintah
{pengadaan ATK, infrastrukeur, kehutanan, survey, kesehatsn, pengadaan alal,
kendaraan), listrik, migas, pertanian, gola illegal, jasa keamanan, dan teknolog
informasi.*

Sepanjang Tahun 2006, tercatat 200 laporan yang masuk ke KPPU, yang
64%nya terkait dengan dugaan persekongkolan tender yang didominasi oleh
dugaan persekongkolan tender di instansi Pemerintah. Secers lengkap laporan

yang masuk ke KPPU diklasifikasikan sebagai berikut:’

Klasifikasi Laporan Prasentase
Persekongkolan Tender 64
Pasisi Dominsn i
Jahatan Rangkap 2
Non Varsdiksi KPPU 11
Penetapan Harga Z
Integrast Vertikal 1
Oligopoli 1
Kartel 1
Monopoli 3
Pengimsuan Pasar 7
Jual Rugi 2

* Komist Pengawas Persaingan Usaha Republik idonesia, Laporan 5 Tahus KPPU 2060 -
2085: Perivde Pengembangan Kefembagaan dan implementasi Awed, {Iakarta: KPPU, 2008), hal.
33

* Komisi Pengawas Persamgan Usaha Republik fudonesia, Laporan Tahoa 2006, Enans
Tohun Melatakhan Fondasi Kefembagaan Persaingan Usaha: Totongan Kedapan, (lakara:

KPPU: 26063, hal. £2
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Gambar 1. Klasifikasi Laporan Tahun 2006

Frowenlisg
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Jebptar REngkep

Fergabdngkelan Tender

Jumlah laporan yang diterima KPPU hinpga akhir tahun 2007 mengalami

peningkatan, KPPL) menerima 244 {dua ratus empat puluh empafl) laporan, yang

masih didomipasi oleh laporan mengenai dugaan persekongkolan tender. Laporan

fainnys berkaitap dengan permasaizhan monopoll, diskriminasi, persekongkolan,

penetapan harga, dan beberapa dugsan pelanggaran lain, Berikut rincian jumish

laporan yang diterima oleh KPPU hingga alchir tahun 2607

Klasifikasi Laporan Prosentase
Persekonghkolan Tender 75
Non Yurisdiksi KPPL 4
Bukan Laporan 2
Perjaniian vang dilarang Z
Kegiatan vang dilarang i3
Posist Dominan 2

Gambar 2. Klasifikasi Laporan Tahun 2007

Faosertase

Posisi Dominan G

Kagialan yang dilsrang

Perjardian yang dilarang

;u?mr&assz!

! Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Laporan Tahun 2007, Regulatory

Reform (Jakarta: KPPUY 2007), hal. 75

Liniversitas indonesgia
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Seperti telah diuratkan di atss, salzh satn bentuk  vang dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalab persekongkolan
dalam tender yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang dalam UL
No. 5 Tahun 1999. Prinsip-prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam tender
antara lain adalah transparansi, kompetisi yang efektif dan terbuka, akuntabilitas
dan non-digskriminatif. Sejalan dengan itn, Pasal 22 UU No, § Tahun 1999
mengatur tentang farangan persekongkolan dalam tender yang berbunyi: “Pelaku
usaha dilarang bersckongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang  tender schingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat™”

Persekongkolan dalam tender dapat terjadi melalul  kesepakatan-
kesepakatan, baik terfulis atau tidak tertulis, dan mencakup jangkauvan perilaku
yang luas antara lain penetapan harga secara bersama antar peserta tender dan
kolusi dalam tender. Kelust atan persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk
membatasi pesaing potensialnya untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan
cara menenfukan pemenang tender.

Persekongkolan tender dapat dilakukan secara ferang-terangan maupun
diam-diam melalui tindakan penyesuaian, penawaran sebelum dimasukkan, atau
menciptakan perssingan semy, atat menyetujui dan atau memfasilitasi, atau
pemberian kesempatan eksklusif, atau tidak menolak melakukan sustu tindakan
meskipun mengetahul bahwa tindakan tersebut dilakukan untok mengatur dalam
rangka memenangkan peserta tender tertentu,

Persekongkolan int dapat terjadi di setiap 12hapan proses tender, mulal dari
perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender,
penyesuaian dokumen tender antara peserta iender, evahluasi dokumen tender,
hingga pengumuman tender. Prakiek persekongkolan dalam tender ini dilarang
karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan

tujuan dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang

® Indonesia, Undang-undang tentong Larongon Prakick Monopeli dan Persaingen Useha
Tidak Sehat, Nomor § Tahun 1599, LN, Mo, 33, TLN. No. 3817, Passl. 22,
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sama kepads pelake usaha agar dapat ikot menawarkan harga dengan kualitas
yang bersaing.

Sesual dengan tugas Komisi yang disebutkan dalam Pasal 33 huruf f yaitu
bahwa salah saty tugas Komisi adalah menyusun pedoman dan atau publikasi
yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999, maka KPPU kemudian menyusun
Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan
dalam Tender yang diterbitkan Tahun 2006.°

Dalam pedoman Pasal 22 tersebut pengertian tender mencakup tawaran
harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang
dan atau jass, membell suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatp barang dan
atau jasa. Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22
UU Mo, § Tahun 1999 adaleh tender atau tawaran mengajukan harga vang dapat
dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan
pelelangan terbatas,

Persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu
persekongkolan horizontal, perekongkolan vertikal, dan gabungan antara
persekongkolan vertikal dengan persekongkolan hotizontal. Persekongkolan
vertikal adalah persekongkolan yang terjadi anfara pelaku vsaha atau penyedia
barang dan jasa dengen sesama pelaku usaha atau penvedia barang dan jasa
pesaingnya. Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang tenadi antara
salah satu atay beberapa pelaku usaha ateu penvedia barang dan jasa dengan
panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau
pemberi pekerjaan. Sedang gabungan persekongkolan vertikai dan horizontal
adalah persckongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau
penyedia barang dan jasa.”

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau

menghambat persaingan usaha adalah tender yang bersifat tertutup atau tidak

® Komisi Pengawas Persalngan Usaha Republik Indonesis, Pedoman Passl 27 fentang
Larangan Persekongholan dalam Tender, Berdasarkan UU No. 571599 tentang Larangan Pralaek
Menc;s;ei% dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, {Jakarta: KPPU, 2006}
ibid, hal. 11
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transparan dan tidak diumumkan secara luas, tender yang bersifat diskriminatif
dan tidak dapat ditkuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi vang sama,
dan tender denpan persyaratan dan spesifikasi teknis atan merek yang mengarah
kepada pelaku usaha tertentu sehingga menghambat pelaku usaha lain untuk ikut.

Dalam UU No.3 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan
sebapai perilaku vang bersifat »ule of reason, yaitu bazhwa suatu tindakan
memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap
persaingan usaha yang sehat. Untuk itu dalam persekongkolan tender perlu
diketahui apakah proses tender fersebut dilakekan dengan cara tidak jujur atau
melawan hukuw atau menghambat persaingan usaba.

Dalam penielesan pasal 22 tersebut dijelaskan mengenal pengertian fender,
vaitu tawaran mengajipkan harga untk memborong suvatu pekerjaan, ustuk
mengadakan barang-barang, atau untuk menvediakan jasa®, Dalam kefenfuan
umum, Pasal | angka 8§ UU No. § Tahun 1999 dijelaskan mengenal
persekongkolan atau konspirasi usaha, yaitu suatu bentuk kerjasama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaba lain dengan maksud untuk
menguasal pasar bersangkutan bagi  kepentingan pelaku  uwsaha yang
bersekongkol”,

Dalam prakicknya masih sering terjadi perdebatan dalam penerapan Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 terbadap pelelangan barang dan jasa. Hal ini terjadi
karena secara ¢ fure memang pasal tersebul mengatur mengenai larangan
persckongkolan  dalam  tender, bukan lelang. Pendapat pengadilan vang
menyatakan bahwa “suatu pengaturan yang sccara langsung dapat mematikan
persaingan dianggap tidak berlake tanpa perlunya pembuktian lebih lanjwt”,
merupakarn "embrio” digunakannya dokirin per se #fegal. Di samping itu, tedapat
pula embric digunakannya dokinin ride of reason yang menyatakan hahwa “bila
terdapat sugtu pengaturan yang fampaknya tidek secara nyats mematikan

persaingan, namun dapat berdampak merugikan persaingan, maka harus dilakukan

® Lihat Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Perszaingan
Usaha Tidak Sehat

® Lihat Pasal | Angka 8 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat
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suatu auaelisis untuk mengukur tujnan dan akibat dari pengaturan tersebut”.
Berdasarkan dokirin ini, maka dalam hal tertentu, suatu tindakan bersama dapat
dianggap wajar {reasonable} dan oleh karenanya adalah sah, meskipun hal iu
secara signifikan membatasi persaingan'®,

Sampai saat ini KPPU telab memutuskan beberapa perkara yang terkait
dengan persckongkolan dalam lelang, diantaranya yaitu Putusan Perkara No.
04/KPPU-L/2005 tentang Proses Pelelangan Rarang Bukti Berupa Guls Pasir
Kristal Putih vang Dimenangkan oleh PT. Angels Product, dan Putusan Perkara
No. 17/KPPU.L/2007 tentang Pelelangan 1800 lembar saham PT Dharmala Sakd
Seiahtera vang ada di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dalam kedua perkara
ini, para Terlapor membahas mengenai kewenangsn KPFU dalam menangam
perkara persekongkolan lelang.

Berdasarkan pemikiran di atss, penulis mengangpap perly melakukan
penulisan tesis yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Pelclangan
Barang/Jasa Dalam Perkara Persekongkolan Menurut Hukum Persaingan

Usaha®,

B.  Perumusan Permasalahan
Bertolak dari uraian mengenai latar belakang penclisan tesis tersebut di
atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimang kewenangan KPPU dalam wmeomeriksa perkara dugaan
persekongkolan dalam pelelangan barang/jasa berdasarkan U No, 5 Tahun
19997

2. Apa yang dibuktikan oleh KPPU dalam menangani perkara persekongkolan
dalam pelelangan barang/jasa menurut UU No. 3 Tahun 19997 (Studi Kasus
Putusan Perkara No. 4/KPPU-L/2005 dan Putusan Perkara No. 17/KPPU-
122007

¥ Anggraini, AM. Tri. “Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Schat,
Perse liegal ataw Ruls O Reason™ cet 1 (Jakarta: Program Fawes Sarjens Fakultss Hukem
Universitas Indoenesia, 2003), hal. $3-88.
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C.  Tujuan Penelitian

Penulisan iesis ini dimaksudkan untuk mempercleh kejelasan mengenal
cakupan Pasal 22 UL No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan istilah tender dan
lelang. Selain itu tesis ini juga dimaksudkan untuk mengetabwi bagaimana KPPU
membuktian adanys persekongkolan dalam Perkara No. 04/KPPU-L/2005 dan

Perkara No. V7/KPPU-L/2007

Adapun tujuan penclitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tentang kewenangan KPPU dalam memeriksan dugaan
persekongkolan pelelangan saham berdasarkan ketentuan Pasal 22 UU No. 3
Tahun 1599,

2. Untuk menjelaskan dokirin rude of reason dalam upaya pembuktian unfuk
memermhi unsur “yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”
dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999,

D. Kerangka Konseptual

Persaingan usaha dapat dibedakan atas persaingan schat (foir compefition)
dan persaingan tidak sehat (unfair competition).!' Persaingan tidak schat pada
akhimya dapat mematikan persaingan, yang kemudian memunculkan monopoli.
Monopoli adalah pasar tanpa persaingan.

Untuk  memandu  terjadinya persaingan vyang schat  schingga
memungkinkan terselenggaranya eckonomi pasar  sebagaimana  mestinys,
diperfukan perangkat hukum persaingan sebagai aturan main yang diacu oleh
semua pelaku kegiatan ekonomi.? Disintlah arti penting dibuatnya suatu Undang-
uvndang Anti Monopoli sebagai suatu perangkat hukum untuk memandu terjadinya

persaingan sehat bagi tercapainya efisiensi. Terdapat dua efisiensi yang ingin

¥ turnal Hukum Bisais, Membudayakan Perseingen Sehat, Editorial dalem Jurnal
Hukum Bisnis, Volume 19, Msi — Juei 2042, hal 4

“Worman 8. Pakpahan, Pokok-pokok Pikiran tentang Hukum Persaingan Usaha, Jakarta:
ELIPS, 1994, hal. 2. Lihat pula Abdul Hakim G, Nusaatars dan Benay K. Harman, dralisg da
Porbandingan Undeng-undang Antf Monopolf, Jakaria: PT. Elex Media Komputindo, 1999, hal. 2
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dicapai oleh Undang-undang Anti Monopoli, yaitu efisiensi bagi produsen dan
bagi masyarakat atau productive efficiency dan aflocative efficiency.”

Dalam penerapan hukum persaingan, ada kekhasan tertentu yang tidak
dikenal dalam bidang hukum lainnya. Kekhasan tertentu terletak pada penentuan
terjadinya suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran. Dalam hukum
persaingan, penentuan terjadinya suatu tindakan dibedakan antara per se illegal
dan rule of reason. Menurut Hikmahanto Juwana, yang dimaksud dengan per se
illegal adalah penentuan terjadinya suatu tindakan melalui tes yang sederhana
(bright-line tests). Per se menurut Black’s Law Dictionary adalah ”.......by himself
or itself; in itself; taken alone, inkerently; in isolation; unconected with other
maiters.”

Dalam menggunakan penilaian secara per se illegal, artinya suatlu
perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika
perbuatan itu telah memenuhi rumusan dari undang-undang tanpa ada alasan
pembenar. Hal tersebut senada dengan pada yang disampaikan oleh A. Junaidi
Masjhud,” per se rule melarang suatu perbuatan tanpa mempertimbangkan
dampak yang terjadi. Dalam hukum persaingan, perbuatan semacam ini dikenal
dengan istilah perbuatan per se illegal karena dilarang as is dan bersifat illegal
sejak timbulnya tanpa kemungkinan alasan pembenar baik secara ekonomis atau
yuridis.

Pengertian rule of reason adalah suatu pendekatan hukum yang dilakukan
oleh badan pengawas pelaksanaan undang-undang persaingan atau oleh
pengadilan untuk mengevaluasi apakah suatu praktek pembatasan bisnis

membawa akibat yang melahirkan anti persaingan, kemudian memutuskan apakah

“Yang dimaksud dengan productive efficiency ialah efisiensi bagi perusahaan dalam
menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan dikatakan efisien apabila dalam
menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut dilakukan dengan biaya serendah-
rendahnya karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil mungkin. Yang dimaksudkan
dengan allocative efficiency adalah efisiensi bagi masyarakat konsumen. Dikatakan masyarakat
konsumen efisien apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutubkan oleh
konsumen dan menjualnya pada haraga yang para konsumen itu bersedia untuk membayar harga
barang yang dibutuhkan itu. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis 10 (2000}, hal. 9.

MA. Junaidi Masjhud, Pembuktian Per se rufe dalam UU Anti Monapoli, artikel dalam
Hukum Online Edisi 30 Juni 2003.
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praktek pembatasan bisnis tersebut dilarang.'> Hikmahanto Juwana memberikan
definisi rule of reason adalah peneniuan terjadinya suatu tindakan dengan
menggunakan tes yang lebih rumit (multifactored reasonableness tests).'®

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah Pasal yang menggunakan
pendekatan hukum vang rwle of reason karena menuntul evaluasi apakah
persekongkolan tender torsebut membawa akibat yang melahirkan anti persaingan.
Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam tender adalah {ransparansi,
penghargaan atas uang, kompetisi yang efektif dan terbuka, negosiast yang adil,
akuntabilitas dan proses penilaian, serta non diskriminatif'’  Persekongkolan
dalam tender int dapat ferjadi melalut kesepskatan-kesepakatan, baik terfulis
maupun fidak tertulis. Persckongkolan ini mencakup jangkauvan perilaku vang
leas, antara Iain usaha produsi dan atae distribesi, kegiatan asostasi perdagangan,
penctapan harga, dan manipulasi lelang aten kolusi dalam tender yang dapat
terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan, maupun
antar kedua pihak tersebut,

Pengertian tender mencakup tawaran mengajukan harga untuk memborong
atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli
suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatn barang dan atau jasa. Pengertian
lelang menurut kamus hukum ekonomi adaiah cara penjualan barang di depan
umum yang dilakukan dengan penawaran bertingkat naik atau turen. Sehingga
cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalab tender atau
tawaran mengajukan harga yang dapat dilakukan melahi tender terbuka, tender

terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas.

¥ Erman Radiagukeuk, Mencermuati Undong-Undang Mongenoi Larangan Prakick
Monapoli Dan Persaingan Usaln Tidak Suhot Dari Perspekelf Hukwon, makaleh disampaikan pada
Seminar UU Anli Monopoli, Jakarta, 2826 Juli 2001, bad. 3. Lihat puls R.8. Khemani and DLM,
Shapire, Glossgry of industrial Organisarion Ecomemics ond Competition Law, Paris: GECD,
1996, hat, 31,

'$ Hikmahanto Juwana, Merfer, Konsolidasi dan Akuisisi dafam Perspekf Hukum
Persaingan dan UL No. 371999, makalah dalam Program Pelatihan Persaingan Usaha untuk staf
sekretariat KPPU, Jakarta, 23 Oktober 2001, hal. 5.

"7 Lihat Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Larangan Prakiek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat

Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UlI, 2008{'"“\"&’-8“:3S Indonesia



11

Penvlisan tesis ini menggunakan berbagai istilah dan untuk mengatasi
kemungkinan perbedaan pengertian dari istilah-istilah itu, kerangka konsepsional
dari istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persekongkolan atau konspirasi usaba, yaitu suatu bentuk kerjasama yang
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk
menguasal  pasar bersangkutan bagi kepentingan peleku usaha yang

1", Berdasarkan kamus hukum, persckongkolan adalah suatu

bersekongko
kerjasama antara dua pihak atau lebibh yang secara bersama-sama melakukan
tindakan yang melanggar hukum®.

2, Tender adalah tawargn mengajukan harga uptuk memborong suaty
pekerjaan, untuk menpedakan barang-barang, atau untuk menvediakan
jasa’’. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengaiukan harga
untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang
dan atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang
dan atau jasa®'.

3. Pelaku usaha adalah sctiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbenfuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didiriken dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum npegara
Republik Indonesia, baik sendiri maupan bersama-sama melalui Perjaniian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi™.

4.  Persaingan usaha tidak sehat adslab persaingan aniar pelaku usaha dalam

menjalankan kegiatan produksi dan atan pemasaran barang dan atau jasa

'* Lihat ketentuan Pasal | angka 5 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sebat.

" Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Pedoman Pasal 22 Tentang
Larangzan Persekongkolan dulam Tender,

? Lihat Penjelasan Pasal 22 Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Uszha Tidak Sehat,

* Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesis, Pedoman Pasal 22 Tentaung
Laran gan Persekongkoian dufam Tander,

* Lihat ketentvan Pasal 1 angke 5 Undang-undang Larangan Prakdek Monopell dem
Persaingan Usaha Tidak Sehat,
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yang dilakukan dengan cara fidak mjwr ataw melawan hukum afau
menghambar persaingan usaha®".

5. KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan prakiek monopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat®,

E. Metade Penelifian

1. Metode Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu
penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau
norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan®
Menurut Soetandye Wignjosoebroto, metode penelitian dikatakan normatif
katena khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif as # #s written in
the books® Selanjutnya Soetandyo juga menyebut metode penelitian
normatif sebagai metode penelitian doktrinal

Penelitian ial bersifat preskriptif vakol penelitian vang ditujukan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa vang harus dilakukan untok
mengatasi masalah-masalah tertentu.” Pemelitian ini mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta

penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder berkenaan dengan

* Likat ketentuan Pasal | angka 6 Undeng-undang Larangan Prakick Mosopoli dan

Pergaing,arx {lsaha Taidak Sehat,
* Lilat ketentuan Pasal | angks 13 Undang-undang Larangan Praltek Monopeli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat,

BSudikne Mertokusumo, “Penemuan Hukwn Sugty Pengantar”, cet, 11, (Yogyakarta ;
Liberey, 2607), hal. 29,

*Saetandyo Wignjosoebroto, “Hukwn, Paradigma, Metode dan Divamika Masalalmya :
70 Tahun Prof. Seetandyo Wignjosoebrot” (Jokarta ; Elsam, 20023, hal, 146147,

“fbidt, Penelitian hukum doktring] adalah penelitian-penclitian atas hukum yang
dikonsepkan dan dikembangkap atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau
pengembangnya. i Indoresia mewode dokirinal fazim dikenal sebagal melode penelitiun hukum
vang normati, untok melzwankan dengan metode penclition yang dikatakan terbilang empiris, hal
£47-148.

MSoeriona Soekanto, “Pengantar Penclitian Hukum, cet. 3, (Jakarts : UI Press, 2005),
hal 10,
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pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini terutama akan
mengaitkan peraturan perundang-undangan di bidang antimonopoli terutama
vang terkait dengan perkara persckongkolan dalam pelelangan vang
ditangani KPPU dan percbuktiannyz dalam Putusan Perkara No. 04/KPPU-
L/2008 dan Putusan Perkara No. 1T7/KPPU-L/2007.

2. Data
Data vang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.29 Data

sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. 30 Dats
sekunder terdirl dari Bahan hukum Primer, Bahan hukum sekunder dan
Rahan hukum tertier.

Bahan hukum Primer vaitu baban-bahan hukum yang mengikat, seperti (g}
Morma (dasar), (b) Peraturan dasar, ¢} Peraturan Perundang.undangan, (d)
Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, (e Yurisprudensi, () Trakiat, dan
() Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.*'
Bahan hukum sekunder adalsh bahan yang memberikan penjelasan
mengenat bahan hukum primer, seperii, rancangan undang-urlang, hasil-
hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan setervsnya.”? Bahan
hukum sekunder bernilai penting juga untek mengembangkan hukem dan

ilmu hukum. ¥ Sedangkan Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang

Fstitah ini menonic Sosrjone Soekanto dan Sri Mamudji adalab dats penclitian yang
diperoieh dari baban-bahan pustake. Sceoriono Sockanic & 8+ Mamudll, “Penefiticn Hukum
Normailf Suary Tinjawan Singhat”, cot. 5, {Jakara | PT. RajaGrafinde Persada, 28013, hal. 12,

FMenurut Soetiono Sockane, citi-ciri umum dael data sekundsr antars laln () pada
umamnya data sekunder dalam keadaan siep terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; (i}
baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-penelitl terdahuhy,
sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan,
analisa mavgn konstrokst dats; dan {§i1) tidak terbatas oleh wakiu maupun tempat. Lihat Scerjono
Soekanto, “Pengantar Penelitive Hekam ™, cet. 3, Op. O, il 12,

Rihid., hal. 52.
¥Soerjona Sockanto & Sri Mamedii, Op. Cir, hal, 13,

PPandangan inl dintarakan oleh Soctandyo Wignjosoebeoto. Bahan hukum sekutder ini
umumnya terdiri atas karya-karya akademss, mulai dari deskriptif sampai yang berupa koinentar-
komentar penuhb kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku
(ing constifutum) dan atau yang scharusnya berlaku (ins constituendum). Dakam maknanya yang
formil, bahan-bahan hokum vang sehunder ini memang bukan hukum vang herlaky akan tetapi,
dalarn muaknanya yang materil, behan-bahan hukem sehonder it memang bahan-behan yang
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memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukumn primer dan

sekunder.”
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan date dilakukan melalui penelitian  kepuostakaan
{Library Research), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis vang
berhubungan dengan topik vang dibshas berupa peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, buku-buku, media internef, majalah dan

sumber-sumber lainnya, vang terkait dengan penelitian ini.

F.  Sistematika Laporan Penelitian
Penulisan Tesis ini disusun dalam § (lima) bab, dimana setiap bab dibagi-
bagi dalam beberapa subs bab, Materi yang dibahas dalam setiap bab akan diberi

gambaran secara wnum dan jelas, maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab L. Pendahulnan
Pada bab ind akan dibahas mengenai latar belakang, permasalaban, tujuan
penulisan, kerangks konsepsional, metode penulisan, dan sistematiks
penulisan,

Bab I1. Kajian Teori Mengenai Persekongkolan Tender
Dalam bab ini akan diuraikan tentang pemahaman persekongkolan
menurat hukam persaingan usaha, persekongkolan tender menurut huku
persaingan usaha, dan pendekatan hukum dalam persekongkolan tender di
Indonesia,

Bab HI Kewenangan KPPU dalam Penanganan Perkara Persekongkolan
dalam Lelang
Dalam bab ini dijelaskan mengenal pengertian lelang vang merupakan

periuasan pengertian fender dan pembahasan perkara persekongkolan

berguna sekali untuk meningkatkan mute hokam posif yang berfake. Soetandys Wignjosoeheoto,
Op. Cit., hal. 155,

*Soerjono Sockanto & S Mamudji, Op. Cit., hal. 13.
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dalam pelelangan dalam Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2005 dan
Putusan Perkara No. 17/KPPU-L/2007.

Bab 1V. Pembuktian Persekongkolan Lelang Berdasarkan UU No. 5 Tahun
1999
Dalam bhab ini dijelaskan mengenai pembuktian yang diterapkan KPPU
dalam Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2005 dan Putusan Perkara No.
17/KPPU-L2007.

Bab V. Penutup
Dalam bab ini aken dibahas mengenar kesimpulan yang merupakan
kristalisasi hasil analisis dan interpretasi melalui rumusan dalam bentuk
petnyataan. Saran merupakan usulan yang menyangkut aspek operasional,
kebtjakan maupun konsepiuzl yang bersifat konkrit, realistik, bernilai

praktis dan terarah.
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BAB 11
KAJIAN TEORI MENGENAI PERSEKONGKOLAN
TENDER

A. Pemahaman Persekongkolan Menurut Hukum Persaingan
Usaha

1. Perjanjian dalams BW dan dalam Hukum Persaingan Usaha

Prof. Socbekti menyatakan bahwa menurut Pasal 1320 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, terdapat empat syarat untuk sabnya suatu perjaniian,
yaity:*?

a. Sepakat mereks yang mengikatkan dirinya;
b. Cakap untuk membuat suate perianjian;

¢. Mengenzi suatu hal tertenty;

d. Suaty sebab yang halal.

Dua syarat yang periams, dinamakan svarat-syarat subyektif, karena
mengenal orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan  perjanjian,
sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena
mengenal perjanjlannya sendiri ataw obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.
Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Dalam
hal suatu syarat subyektif tidek terpenuhi, perjaniiannya bukan batal demi hukun,
tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta sepaya perjanjian itu
dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak vang tidak
cakap atau plhak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak
bebag,*®

Prof. Soebekti menyatakan Buku III B.W'7 berjudul Perihal Perikatan®,

dimana permyataan “perikatan” {verbintenis) mempunyai artt yang lebih luas dani

¥ Subekti, Hukum Perjanjian, cet. Kedelapanbelas, {Jakarta; Intermasa, 20613, hlm, 17
% Thid, him. 1821
*% Burgertijh Wathoek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata
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perkataan “perjanjian”, sebab dalam buku INI itu, diater juga mengenai hubungan
hukum yang sama sekali tidek bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian,
yaitu perihal perikatan yvang timbul dari perbuatan yang melangger hukum
{onrechimatige daad) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan
kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetuivan Zzagkwaarneming).
Lebih lanjut Prof Soebekti menyatakan babwa “perikatan™ merupakan suatu
pengertian abstrak, sedangkan suatu "peganjian” adalah seatu peristiwa hukum
yang kongkrit,

Pasal 1238 B.W menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibual secora
sah  “berlaku sebagal undang-undong” untuk mereia yang membuainya.
Maksudnya, suatu perjanjlan yang dibuat secara sah {fidak bertentangan dengan
undang-undang, mengikal kedua belah pihak. Pegjanjian pada umumnya fidak
dapat ditarik kembali, kecusli dengan persetujuan kedus belah pihak atay
berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang.®® Dalam Pasal
1338 itu pula, ditetapkan bahwa semua perjaniian harus dilaksanakan dengan
itikad baik, yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Pasal 1339 B W menetapkan, baltwa suatu perjanjian tidak saja mengikat
pada ape yang dicaxtumkon semata-maia dalam perjanjiar, tetapi juga pada apo
yang ditehendari oleh keadilan, kebinsaan, atay undang-undarng, sehingga sudah
semestinya hakim harus memperhatikan pertama sckali apa vang diperjanjikan
oleh para pihak yang berkonirak. Baru kemudian jikalau sesuatu hal tidak diatur
dalam surat perjanjian dan dalam undang-undang tidak terdapat suaiu ketetapan
mengenal hal itu, hakim harus menyelidiki bagaimanakah biasanya hal vang
semacam itu diatur dalam praktek *®

Pada umumnys, sustu perjanjian harnya berfaku diantara crang-orang yang
membuzinya. Asas ini diletakkan dalam Pasel 1315 B.W. vang menerangkan,

bahwa pada umumnya seorang tak dapat menerima kewsjiban-kewajiban atay

* Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdate, oot XXV, {akarty; Infermasa, 1996), blm,
13z

* Ibid, him. 139

40 1hid, him, 140
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memperjanjikan hak-hak atas namanya sendir], kecwalli hanya untuk dirinya
sendiri.

Dalam suatu perianjian sudah jelas kata-katanya, tidak ada kesulitan lagt
dalam hal menafsirkannya, maka tidak ada persoalan lagl dalam perjanjian nu.
Dalam hal terdapat kata-kats yang tidak jelas dalam pedaniian, maka hakim hares
menyelidiki apa vang sebenarmya dimaksudkan oleh para pihak yvang berkontrak.*!

UU No. § Tahun 1999 menjclagkan dalam Pasal 1 angka (7) bahwa yang
dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan sato atau lebih pelaku usaha
untuk mengikatkan diri terhadap saty atau lebih pelaku usaha lain dengan nama
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pasal-pasal dalam UU No. 3 Tahun 1999 vang mengatur mengenai
perifaku pelaku uszha yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran
yang diklasifikastkan dalam perjanjian yang dilarang terdapat dalam Pasal 4 - 16
UU No. 5 Tahun 1999, yaitu mengenai oligopoli, penetapan harga, pembagian
wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi wvertikal, perjanjian
tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri,

Pasal-pasal dalam UU No. 5§ Tahun 1999 yang mengatur mengenai
perilaiol pelaku usaha vang dapat dikategorikan sebagai suahy bentuk pelanggaran
yang dikiasifikasikan dalam kegiatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 17 — 24
Ul No. 3 Tahun 1999, yaitu mengenal Monopoli, Monopsoni, Penguasaan Pasar,
dan Persckongkolan. Sedangkan Pasal-pasal dalam UU No. 3 Tahun 1999 yang
mengatur mengenal perilaku pelaku vssha yany depat dikategorikan sebagai suatu
bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan dalam posisi dominan terdapat dalam
Pasal 25 — 29 UU No. 5 Tahun 1999, yaltu mengenai Jabatan Rangkap, Pemilikan
Saham, Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan,

2. Persekongkolan: Perjunjian yang Dilarang atau Kegiatan yang Dilarang
Dalam ketentuan Pasal | angka (8) dinystekan bahwa persekongkolan atan

konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama vang dilakukan oleh pelaku usaha

H ibid, him. 144
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dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasal pasar bersangkutan
bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Persekongkolan diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tabun 1999 sehingga
dapat dikategorikan sebagai sustu bentuk pelanggaran yang diklasifikasikan
dalam kegiatan yang dilarang Tindaken persckongkolan {cosspiracy) dalam
hukum persaingan termasuk dalam Kkategori perjaniian™ Pada hakekatnya,
perjanjian terdiri darl dua macam, pertama, perjanjian vang dinyatakan secara
jelas (express agreement), biaganya tertuang dalam bentuk tertulls, sehingga
relatif lebih mundab dalam proses pembukiiannya. Kedua, perjanjian tidak
langsung {implied agreement), biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-

kesepakatan.

B. Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha

Persekengkolan identik dengan kolusi ataw dalam politik biasa disebut
dengan konspirasi. Bryan A, Gamer mengatakan:

Canspiracy an agreement by two or more persens o commii an gnlawful
act, coupled with an intent to achicve the agreement’s objeciive, and {in most
sfate) action or conduct that furthers the agreement: g combination jor an
unlawful purpose.”

Dari definisi tersebut dapat ditegaskan bshwa persekongkolan harus
dilakukan oleh dua pihak atau lebib yang berfujuan untuk melakukan sustu
tindakan atau kegiatan kriminal atau melawan hukum secara bersama-sama. ™
Termasuk dalam hal i adalah persekongkelan dalam pemawaran tender, baik
untuk pengadaan barang dan jasa di sektor publik maupun di perusahaan swasta

karena dianggap dapat menghambat upaya pembangunan suatu negara. Selain ity

® Anggraini, Lovangan Prakiek Monnpoii dan Persainga {saha Tidok Sehat. Go.Clt,
him, 299,

@ Bryan A. Garner, Bluck’s Law Dictionary, Eight edition, editor in chief west
publishing, co, him. 32%

= Yakub Adi Krisanto, “Analisis Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1999 dan Kavokteristik
Putusan KPP tentang Persekanpkelan Tender”, Nurnal Hukum Bisnis 24 No. 2 (2605), him 43,
Lihat juga pengertian conspiracy sebagal o secref planned by a grovwp of peaple o do something
diegal or harmful, datam A8 Homby, Oxford Advanced Leamner's Dictionary, 5" ed. Edited by
Jonathan Crowther, {Eagland: Oxfard University Press, 1955, p.246.
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persekongkolan atau konspirasi dalam penawaran tender dianggap bertentangan
dengan rasa keadilan masyarakat karena tidak memberi kesempatan yang sama
kepada seluruh pelaku usehe untuk mendapat obyek barang dan jasa yang
ditawarkan oleh pengguna barang dan jasa.*’ Konsekuensi persekongkolan dalam
kegiatan tender adalah menghambat pelaku usaha yang beritikad baik untuk
masuk ke pasar bersangkutan dan meﬁyeba?&kaa harga tiidak kompetitif.*®

Terkait dengan hal tersebut penulis mencoba untuk menguraikan masalah
persekongkolan tender menurut hukum persaingan usaha vang diuraikan dalam
Pasal 22 UU Mo, 5 Tshun 1999, Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 serta
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Keppres No. 80/2003.

1. Persckongkolan Tender Menurut Ketentuan Pasal 22 UU Ne. 5 Tahun
1949

Persekongkolan atau konspirasi usaha sebagaimana dijelaskan dalam Pasal
i angka {8) UU No. 5 Tahun 1999 adalah bentuk kerjasama yang dilakukan pich
pelaku ussha dengaan pelaku usaha lzin dengan maksud untuk menguasal pasar
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. !

Persekongkolan dalam fender dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu
persekongkolan  horizontal, perekongkolan wvertikal, dan gabungan antars
persekongkolan vertikal dengan persekongkolan horizontal. Persekongkolan
vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia
barang dan jasa dengan sesama pelaku vsaha atau penyedia barang dan jasa
pesaingnya. Persekongkolan harizontal adalah persekengkolan vang terjadi antara
salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan
panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa alan pemilik atan
pemberi pekerjaan. Sedang gabungan persekongkelan vertikal dan horizontal

adalah persckongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna

* Didik J. Rachbiss, Ekonomi Politik; Kebijakan dan Sirategi Pembangunian, cet. |,
{Jakarta: Granit, 2004 hlm. 117,

Y AM. Tri Anggraini, Persckongkolar Penawaran Tender datam Perspektif Hulum
Persaingan, Makalah tanpa tahun, him. |

 Indonesia, Undeng-undang Tentang Larangan Prakiek Monopali don Persaingan
Usaha Tidak Sehat, Opgit. Ps | angka {8}
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barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau
petiyedia barang dan jasa.

Kegiatan vang dilarang diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU
No. 5 Tshun 1999, yaitu mengenai monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan
persekongkolan. Khusus mengenai persekongkolan diatur dalam Pasal 22 sampai
dengan Pasal 24 sebagai berikut:

Pasal 22:

"Pelaku usaha dilorong hersekongkol dengan pihak Iain uniuk mengatuy
dan atou menenfukan pemenang fender sehingga dapat mengaribgthan terjadinyge
persaingan uscaha tidak sehat”

Pasal 23:

"Peloku wusaha dilarang  bersekongkol dengan  pihak lain  untuk
mendapatkan informusi kegiatan usaha pesaingrnva yang diklasifikasikan sebagoi
rakasia perasahgan sehingga dapm mengakibatkan ferjadinva persaingan usaha
tidak sehat”

Pasal 24

“Pelaxu usaha diarang bersekonghol dengar pihak lain  wntuk
menghambal produksi dan alaw pemasoran barang dan atay jusa peiahkn usaha
pesaingnya dengan maksud agar barang den ateu jesa yang ditewarken atau
dipasok di pasar bersanghutan menjadi lurang baik dari jumlah, kualitas,
maupun ketepatan waktu yang dipersvaratkan”

Peryelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa vang
dimaksud dengan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong
suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.

Dalam rumusan Pasal 1 Angka (8) dan Pasal 22 Ul No. 5 Tabun 1999
terdapat persamaan bahwa persckongkolan harus mengakibatkan dua pibak atau
lebih untuk melakukan kerjasama dan memenuhi dua kondisi, yaitu pihak-pihak

vang berpartisipasi dan kesepakatan untuk bersekongkol. Persekongkolan itu

# 1hid, hal. 1t
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bertujuan dan mengakibatkan tender kolusif * Tender kolusif mengutemakan
aspek perilaku® berupa perjanjian untuk bersekongksl yang umumnya dilakukan
secara diam-diam ' Perilaku yang dimaksud adalah perilaku saling menyesuaikan
melalui koordinasi secara sadar atau disengaja unfuk mencapai tjuan yang sama
dalam bentuk konspirasi ussha vang umumnya tidak mengikat pihak-pihak yang
terlibat. Melalui persekongkolan dalam kegiatan tender, pihak-pihak yang terlibat
berupaya untuk menghindar semaksimal mungkin ickanan-tekanan yang ada
akibat ketatnya persaingan ussha dan melalui persekongkolan masing-masing
pelaku usaha memungkinkan wuntuk meningkatkan keantunmgan tanpa harus
melakukan kinerja persaingan yang schat, ™

Praktik persekongkolan telah meluas dikalangan dunia usaha, terutama
pelaku usaha vyanz melakokan iransaks) bisnis dengan pemerintah melalu
persekongkolan dalam kegiatan tender. Prakiik persckongkolan dalam kegiatan
tender terkait pula dengan prakiik KKN yang meluas di Indonesia, baik pada masa
lalu maupun pada masa sekarang ini.* Oleh karena i, UU No. § Tahun 1999
secara tegas menefapkan dua jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap
pelanggaran ketentuan UU tersebut, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Neo. 5 Tahun 1999, vaitu sanksi admimstratif
dan sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan.**

Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi-sanksi yang terdapat dalam UU
No. 5 Tahunt 1999 memerfukan koordinasi efektif dengan pihak-pihak terkait,

# Anggrain, Larangan Prakak Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Op.Cit., hlm.

* Rachbini, Ekonomi Polirik, Op.Cit,, him. 131

' Anggraini, Lavangan Prakik Monopoli, Op £id., blm. 363

5% Knud Hansen et al., Undang-Undang No. 3 Talum 1999 Unidung-Undang Larasgom
Piaktik Monopofi dan Persaingen Usaha Tidak Sehst, et 11, (Jakarta: Deautsche Geselischalt fur
Technische Zusammenarbeit {GTZ; bekerjasama dengan P71 Katalis, 2002), blm, §4-85.

* Rachbini, Kkonomi Politik, Op.Cit, him. 139, Lihat juga pendapat yang mengatakan
balwva & rigging in the construction industry Is the root cause of voreuption amony politicians
and public servants, # produces adverse effects by forcing taxpayers to bear the barden of high
construction costs, Moraover, btd rigging runy cooter fo the competition rrfes, which are
aernationally common these days, in Naoki Okatand, *Regulation on Bid Rigging in Japan, The
United Siates and Europe,” Pacific Rim Law & Policy Journal (March 2805% 251,

! Pagal 48 Ayat () UU Neo. 5 Tahun 1999 menetapken bahwa pelanggeran terhadap
ketentnan Pasal 5 sampai dengao Pasal &, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, Pasal 26
diancam  pidana  serendelreendabnya  Hp  5.000.000.00000  dan  seinggi-tingginya
Rp 25.600.000.000,00 atau pidana kurungan pergganti denda sefema-lamanya S bulan,
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seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia karena
umumnya prakiik persckongkolan dalam tender terkait dengan indikasi KKN yang
meluas, baik pada masz lalu maupun sckarang. Selain itu, dalam persekongkolan
tender vertikal maupun gabungan horisontal vertikal, penafsiran sempirt ketentuan
Pasal 22 ULJ No. 5 tahun 1989 yang hanya mengatur persekongkolan dalam
kegiatan tender vang dilakukan oleh para pelaku usaha dan tidak memuat unsur
keterlibatan pejabat atau panitia memberi pengarub besar terhadap penerapan
sanksi vang diberikan kepada peiabat atau panutia, walaupun vang bersangkutan
terlibat dalam persekongkolan {ender tersebut. Koordinasi lain yang penting
dilakukan adalah kordinasi dengan Departemen Pedagangan Republik Indonesia
dan atau Departemen Perindustrian Republik Indonesia terkait deagan fenis-jenis
perizinan bidanapg usaha. Kemudian, koordinasi dengan Departemen Hukum dan
Perundang-undangan Republik Indonesia yang meraberi pengesahan suatu badan
hukum yang akan berdiri atau mengalami perubahan dalam susunan kepengurusan
terkait dengan sanksi pidana tambahan yang termuat dalam ketentuan Pasal 49
UU No, 5 Tahun 1999, Tanpa melalui koordinasi efektif antar instansi terkait,

maka upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan cleh KPPU menjadi sia-sia.
55

2. Pedoman Pasal 22 Ul No. § Tahun 1999

Sebagaimana dismanatkan dalam ketentuan Pasal 35 huruf (£} UU No. 3
Tzhun 1999%, KPPU bertugas untuk menyusun pedoman dan atau publikasi yang
terkait dengan fungsi pengawasan dan pelaksansan UU No. 5 Tahun 1999 secara
tepat. Pedoman tersebut diharapkan dapat memberi penjelasan yang lengkap dun
mudah dimengerti kepada berbagal pihak seperti Pemerintah, pelaku usahs, dan
aparat penegak hukum, maupun masyarakat lias yang secara tidak langsung

berperan dalam mewujudkan penegakan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat

» Rachmadi Usman, Mukum Persaingan Usaha di Indonesia, cet ], (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm, 121122,
¥ Hansen, Op.Cit., him. 380,

Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 2008/ Riversitas Indonesia



24

dalam kegiatan tender,” baik itu pengadasn barang dan jasa di lembaga

pemerintah maupun di berbagai perusahaan swasta.

Adapun beberapa fakior yang melatarbelakangi pembentukan pedoman
tersebut Pestoona, terdapat pemshaman vang tidak jelas dalam pelaksanaan
kegiatan tender vang sesuai denpan semangat persaingan usaha sebagaimana
ditetapkan dalam UU Neo, § Tahun 1999. Kedua, ketentuan Pasal 22 UU No. §
Tahun 1999 bersifat umom dan kurang memberi penjelasan terperinci mengenai
pelaksanaan kegiatan tender. Pasal tersebut hanya melarang persekongkolan
dalam menentokan dan atau mengatur pemenang fender tanpa memberikan
penjelasan lehih lanjut tentang cara atau indikator penentuan atau pengaruran
pemenang tender.*®

Dengan pertimbangan terscout, KPPU mencoba untuk menganalisis dan
menguraikan pengertian dan ruang lingkup tender, unsur-unsur, bentuk-beniuk
maupun indikasi persekongkolan dalam kegistan tender yang terdapat dalam
ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan penjelasannya scbagai berikut:™
a. Ketentuan Pasal 22 UU No. 5§ Tehun 1999 vang melarang pelaku usaha

bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan stau menentukan
pemenang tender vang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
sehat,

1. Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (5)
UL No. § Tahun 1996,

2. Unsur bersckongkol, vaitu keria sama yang dilakukan oleh pelaku usaha
dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam rangka
memenangkan peserta  tender tertentu. Unsur bersekongkol tersebut
merapakan Kerja sama antara dva pikak atqu lebih secara terang-terangan atau
secara diam-diam melalui tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lain,
membandingkan  dokumen  tender sebelum penyershan, menciptakan
persaingan semu, menyetujui dan atau memfasilitasi persekongkolan tender,

tidak menolak untuk melakukan suatu tindakan meskipun telah mengetahui

# Rontisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 22, Op.Cit,, bim. §
# Krisanto, Op.Cit., him, 4142
3 R omisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pasal 22, Op Cit, bim 7-16
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atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk
mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu, pemberian
kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak yang terkait secara
langsung atau tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender
dengan cara melawan hukam.

. Unsur pihak lain, yaitu para pihak baik vertikal maupun horisontal yang
terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan dalam kegiatan
tender baik pelaku vsaha scbagai peseria tender dan atau subyek hukum lain
vang terkait dengan kegiatan tender tersebut.

. Unsur mengatur dan atau meneniukan pemenang tender, yaity perbuatan para
pihak yang terfibat dalam proses tender secara bersekongkol vang bertujuan
untuk menyingkirkan pelako usaha lain schagal pesaing dan atau untuk
memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan
atau penentuan pemenang tender dilakukan melalul penetapan  kriteria
pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan lain-
lain.

. Unsur persaingan usaha tidak schat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang <an atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atac menghambat

persaingan.

Penielasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menvatakan bahwa tender adalah
tawaran pelaku usaha untuk mengajukan harga untuk menborong suaty
pekerjaan atau untuk mengadakan barang-barang dan atau menyediakan jasa.
Tidak disebut batasan minimal jumlah peserta yang mengajukan penawaran
harga (beberapa atau scorang pelaku usaha dalam hal penunjukan ata
pemilihan lanmgsung), Pengertian tender tersebut mencakup tawaran untuk
mengajukan harga untuk memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan,
mengadakan barang, membeli dan menjual barang dan atau jasa. Selain
definisi di atas, cakupan dasar penerapan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun

1999 adalah tender ateu fawaran untuk mengajukan penawaran harga yang
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dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum dan
pelelangan terbatas, Adapun perbedaan tender terbuka atau pelelangan umum
dengan tender tertutup atau pelelangan terbatas dapat dilihat pada tabel di

bawah ini sebagai berikut:%

Deskripsi Tender Terbuka Tender Tertutup
Jumlah Peserta Relatif lebih banyak Relatif lebih sedikit karena
pelako usaha yang dapat
mengikuti adalgh mereka
yang diundang oleh
pengguna barang dan jasa.
Kemampuan Peserta Tidek semua peserta tender Setiap peseria tender dapat
Tender dapat diketahui diketahui dengan pasti
kemampuannya kemampuannya.
Penetapan Pemenang | Relatif lebih sulit karena Relatif lebih mudah karena
Tender jumiah peserianya banyak telah diketahui kemampuan
seluruh peserta tender.
Kekurangan Tidak diketahu dengan pasti Ada kecenderungan ierjadi
kemampuan setiap peserta praktik persekongkolan
tender dan tidak menutup tender dalam bentuk vertikal
kemungkinan praktik maupun horisontal
persekongkolan secara
horisontal
Kelebihan Pengpuna jasa lebih leluasa Kemampuan neserta telah
dalam memilih pelaka usahe, | diketahui dengan pasti
kargna jumlahnya vang cukup
banyak, mendapatkan atau
menetapkan pemenang yang
kompetitif,

Selanjutnya berdasarken cakupan penjelasan Pasal tersebut, pemilthan dan
penunjukan langsung merupakan bagian dari proses tender atau lelang juga
tercakup dalam penerapan ketentusn Pasal 22 UU No. § Tahun 1999,

. Persekongkolan dalam tender dibedakan dalam 3 kategori, Periamg,
Persekongkaolan horisontal merupakan bentuk persckongkolan antar sesama
pelaku usaha yang scharusnya saling bersaing dalam penawaran tender,

Persckongkolan horisontal adalah  persekongkolan yang menciptakan

® wulfram, 1. Erfianto, Manajemen Proyek Konstuksi, cet. 1, {Yogyakarta: Andi, 2002),

him. 43
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persaingan semu antar sesama peserta tender. Kedwa, persekongkolan vertikal
merupakan persckongkolen atau kerja sama salah satu atau beberapa pelako
usaha dengan pengguna barang dan jasa, seperti pengumuman tender tertutup
sehingga tidak semua perusabaan yang memiliki kualifikasi dapat mengikuti
tender atau penunjukan yang mengerah pada merek terfentu dalam Rencana
Keria dan Syarat-syarat (RKS) pengadasn barang dan jasa schingga
membatasi perusahasn lain untuk mengikuti tender tersebut. Dalam
persekongkolan vertikal, pelaku usaha awalnya mempunyai kepentingan uniuk
mempengaruhi rumusan spesifikasi barang dan jasa yang dibutubkan oleh
pengguna barang dan jasa. Kesempatan itu diperoleh saat tuker menukar
infermasi dengan panitia tender disertai imbalan terteniu sebelum spesifikasi
kebutuhan tersebut dimumkan, khususnys apabila spesifikasi dimaksud
bersifat teknis dan lebih dipahami oleh pelaku wsaha. Kondisi tersebut
membuat pesaing lain gugur karena tidak dapat memenuhi spestfikasi yang
sangat terperirici atas barang dan jasa yang dibutuhkan, Istilah tersebut dikenal
sebagai "lock owt specification”. Disamping itu, praktik tersebut tegadi
karena pengguna barang dan jasa tidak memiliki kemampuan untuk merinci
kebutuhannya dengan jelag terutama dalam bidang yang mempunyai
penguasaan teknologi tinggi, Kesige, gabungan persckongkolan horisontal dan
vertikal merupakan persekongkolan antarg pengguna barang dan jasa dengan
pelaku usaha, Persekangkolan horisontal dag vertikal melibatkan dua pihak
atau lebih vang ferkalt dengan proses fender. Salah satu  bentuk
persckongkolan dimaksud adalah tender fikuf Dalam keglatan tender fikiif,
pengguna barang dan jasa dan pelaku usahs melakokan proses tender secara
administratif dan tertutup.

. Ketentuan Pasal 22 Ul No. 5 Tehun 1999 menctapkan bahwa pelaku usaha
dilarang bersekongko! dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak schat.
Ketentuan dimaksud membert pengertian bahwa larangan tersebut mencakup
pula proses pelaksanaan tender secara keseluruhan, dimulai dari prosedur

perencanaan, pembukaan penawaran, sampat dengan penetapan pemenang
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tender. Berdasarkan cakupan di atas, terbuka peluan persekongkolan disetiap
tender seperti, persekongkolan saat perencanaan, pembentukan panitia,
prakualifikasi perusahaan, pembuatan persyaratan tender dan penyusunan
dokumen tender, pengumuman tender, pengambilan dokumen tender,
penentuan Harga Perkiraan Sendiri (MPS) atau harga dasar lelang, penjelasan
tender, penyershan dan pembukaan dokumen, evaluasi dan penefapan
pemcnang, pengumuman calon pemenang, pengajuan sanggahan, penunjukan

pemenang tender, maupun pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan,

3. Pengadaan Barang dan Jass Berdasarkan Keputusan Presiden No. 80
Tahun 2003 mengenai Pedoman Pelaksanzan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (sclanjuinya discbut Keppres No, 80/2003)

Di Indonesta, pengadaan barang dan jasa Pemerintah telsh diatur sejak
tahun 1974 melalui Keputusan Presiden vang bersifat mengatur (regeling)® dan
senantiasa diperbaharui dan atau disempurnakan® Keppres Ne. $0/2003 yang
berlalu efekiif pada tanggal 1 Januari 2004 mengatur mengenai pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa, baik untuk proyek-proyek pemerintah <i departemen
dan non depariemen yang dianggarkan melalul Anggaran Pendapatan dan Belanga
Negara {APBN]), provek-provek pemcrintah daerah vang diangparkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) maupun proyek-proyek Badan
Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).® Hal tersebut berarti bahwa instansi
atau lembaga pemerintah dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan pelaku

uszha apabila anggarannya belum tersedia dan tidak mencukupi, karsna hal itu

® CR.T. Ransil, Hukun: Tata Pemerimiahan, cet. 1, (Iakarta: Ghalia Indonesta, 1984),
Blm. 193,

¥ Aduapun Keppees No. 8072003 telab mengalanti 4 kalt perubiahan dan penyempurngan
dibeberapa passt melalui Keppres No. 6172004, Perpres Mo, 3272003, Perpres No. 70/2005, dan
Perpres No. 8/2006. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemeridah, Keppres No. 8072003
tetap digunakan terkecuali perubahan terhadap beberapa pasal yang terdapat dalarn Keppres dan
Perpres tersebut di atas.

 Gunawan Wijaya, Pengelolaan Haria Kekayaan Negara: Suaty Tinjanon Yuridis, cet,
I, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), him. 25. Keppres No. 8072803 juga menjadi
acuanfdiadopsi beberaps ketenhian pasalnya vang ditvangkan dalam pesgumuman tender, dan
rencana kerls dan syarat-syarat (RKS) untuk pengadaan barang dan jasa dibeberapa perusahean
swasta nasional veng secara ketst mempraktikkan prinsip-prinsip good corporats governance
{GCG) dalam menyeleks penyedia barang dan jasa,
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dapat mengakibatikan terlampauinya batas anggaran yang tersedia untuk proyek-
proyek yang dibiayai oleh APBN atau APBD.™ Oleh karena ity, Keppres No.
80/2003 diherapkan dapat mewujudkan penyelengparaan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKMN schingga pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan
secara efisisen dan efektif melalui prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,
transparan, terbuka, adil dan  layak bagl semua  pihak, dapat
dipertanggungjawabkan hasiinya balk dari segi fisik maupun keuangan, dan
bermanfaat bag] kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.®

Sasaran Keppres No. 806/2003 adalsh pengguna barang dan jasa maupun
penyedia barang dan jasa sesual dengan tugas, fungsi, bak, kewajiban, dan
peranannya masing-masing dalam proses pengedaan barang dan jasa. Adapaun
tujuan vang hendak dicapai adalah memperoleh barang dan jasa vang dibutuhkan
dalam jumiah yang cukup secara efektif dan efisien dengan kualitas harga yang
dapat dipertanggungiawabkan dalam waktu dan tempat iertento, serta sesuai
dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan dimaksud hanya dapat
dicapai apabila pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa terebut beralan
dengan adil tanpa terdapat unsur persekongkotan,

Keppres No. $0/2003 meniadakan semaksimeal mungkin  beberapa
perlakukan diskriminatii®® dan hambatan,” Peniadaan dimalsud berupa;

a. Pembatasan wilayah dan keikutsertaan perusahaan asing.®

¥ indonesia, Keputusas Presiden Tentang Pedoman Felaksanaon Pengadaan
Barangtiuse Pemearintah, Keppres No. 80 Tahun 2663, LN No., 128 Tabun 2003, TUN 4336, Pasal
0 avat {4},

® AM. Tri Anggraini, Persekongholan Penawaren Tender Dalam Perspektif Hulvins
Persaingen, Makalak Tanpa Tabun, Lihat juges Abdul Hakim G, Nusantara dag Begny K. Harman,
Op. Cit him, 22

% Indonesia, Keputusan Presiden No. 80/2003, Op.Cit. Pasal 16 ayat (3).

¥ Syamsul Maarif, Beberapa Hambaton dalam Implementasi Hkum Persaingan df
Indoresiy, dalam Emmy Yubassarie dan Tri Harnows, ed., Procesdings 2002: Undang-undang No.
5 Tahun 1999 dan KPPU, ¢ot. §, (JTakarta: Posat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdikiat
Mabkamash Agung RI, dan Konsultan Hekym EY Ruru & Reken, 2003), him, 110, Libat juga
Pasal 28 Keppres Mo, 3+2003 vang meayempurnakan ketentuan Pasal 26 dimana pasal ind juga
bertendensi sares untuk menghambat persaingan usaha sehat menipdi tidek sehat dengan cara
penunjukan lsngsung,

 Indonesia, Keputusan Presiden No. 80/2003, Op.Cit, Pasal 14 ayat (16) & 42.
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b. Penambsahan persyaratan kualifikasi agar semakin banyak pelaku usaha yang
dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa sehingga terbentuk pasar yang
kompetitif. %

c. Penghapusan biaya-biaya agar usaha kecil, menengah, maupun koperasi tidak
terbebani dengan biaya-biaya yang besar untuk mengikuti kegiatan pengadaan
barang dan jasa pemerintah.”®

Perbedaan mendasar Keppres No. 80/2003 dengan beberapa Keppres
sebelumnya adalah pemberlakuan ketentuan mengenai Pakta Integritas’ sebagai
salah satu upaya alternatif untuk memberantas korupsi, walaupun hal tersebut
belum sepenuhnya berhasil. Pakta Integritas merupakan pakta vang menghendaki
semua pihak yang ierkait dengan pengadann barang dan jasa pumeriniah
berperilaku sesuai dengan kawdah-kaidah dan norma etika dan mengedepankan
integritas. Pakta Integritas memuat mekanisme sanksi baik pidana maupun perdata
apabila para pthak melanggar kesepakatan tersebut, Melzlui Pakia Integritas, para
pibhak memiliki kredibilitas dan apabila terdapat pengingkaran, maka yang
bersangkutan dapat dikenakan sanksi-sanksi tersebut di atas,

Sebagai mekarisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, Keppres No.
80/2003 memiliki kelemahan. Keppres no. 80/2003 hanya memuat sanksi
administratif dan perdata” telapi tidak memuat sanksi pidana korupsi bagi vang
melanggamya. Aspek hukum pidanz dalam proses pengadasan barang dan jasa
pemerintah bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, aspek pidana diterapkan
apabila terdapat pelanggaran pidana vang dilakukan oleh pengguna barang dan
Jasa dan atau pelaku usaha dalam proses pengadaan barang dan jasa,™
Pengalaman menunjukkan bahwa titik rawan praktik KKN di Indonesia adalah
saat transaksi pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui persekongkolan dalam
kegiatan tender.” Persekongkolan dalam kegiatan tender dan korupsi merupakan
dua hal vang saling berdekatan. KKN dalam pengadaan barang dan jess

% 1bid, Pasal 14 ayat (6).

™ Ibid, Pasal 14 ayat (12).

" 1bid, Pasal 1 angka (21)

™ Ibid, Pasal 49 ayat (I a & b)

 Ibid, Pasal 49 ayat {1 c)

* Nurmadjito, “Pakia Integritas™, Legal Review 28/TH 111 (Januari 2005), hlm 38.
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pemerintah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, Pertama, kolusi anter pelaku
usaha schingga harga penawaran menjadi jauh lebih tinggi dart harga pasar.
Dalam harag vang lebih tinggi torsebut, terdapat indikasi “titipan” beberapa
alokasi profit margin yang diberikan kepada pejabat-peiabat tertentu. Kedus,
kolusi beberapa pemberian persentase tertentu dari pelaku usaha kepada pejabat
yang bersangkutan agar pejabat tersebut dapat “mengatur” persaingan atau seolah-
olah terdapat persaingan (persaingan semuj dalam pengedaan barang dan jasa.
Ketiga, penyuapan pejabat agar pejabat yang bersangkutan dapat mengatur dan
menentukan pemenang tender. Harps penawaran diturunkan serendah mungkin
atau di bawah perkiraan biaya sehingga kontrak dapat dimenangkan. Selanjutnya,
harga yang rendah itu ditutup melalui perubaban-perubahan yang dapat
menguntungkan pelaku usaha dalam speseifikasi kontrak yang bersifat teknis yang
akhirnya disahkan oleh pejabat tersebut.’”

Oleh karena itu, beberapa pihak pernah mengusulkan agar ketentuan
mengenai pengadaan  barang dan jasa pemeriniah dibentuk dalam Undang-
Undang khusus yang mengacu pada aspek tindak pidana korupsi dan sanks1 yang
diterapkan berupa sanksi tindak pidana korupsi, Usulan dimaksud merupakan
usulan alternatif untuk menjaring pihak-pihak yang senantiasa  merugikan
kevangan negara vang berasal dari uang publik dan disalurkan melalui pajak guna
dikelola oleh pemerintah, sehingga kebocoran anggaran negara yang besar dalam

pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dicegah,

C. Pendekatan Hukum Dalam Persekongkolan Tender di

Indonesia
Ihkenal dua pendekatan hukuwm yang telah lama diterapkan dalam undang-

undang Antimonopoli, yaitu per se illegal dan rede of reason.”® Pendekatan ride of

¥ Robert Klitgaerd, Ronald Maclian-Abaros, dan H. Lidsey Pamis, Penumtun
Pemberantasan Korupsi dodam Pemerintahan Dowrak Corraps cities: o proviicel guids 1o cure
and preveniion) dieriemahkan oleh Masrd Maris, et 1, {Jskara: Yavasn Dbor Indanesiz &
?artrzers?zif for Governance Reforn in Indonesia, 2602), him. 45

* Pada tahun 1914, The Sherman Act 1890 disempuenakan dengan dikeluarkasava def 1o
Supplzment Existing Laws Against Unlawful Restrairas and Monopofiey yang dikenal dengan
sebulan the Clavron Act. Pada ishan vang sama diterblitkan dof o Crooie g Foderod Trode
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reason adaiah suafy pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan
usaha untuk membual evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha
tertenty, guna menentukan apskah suatu perjaniian atau kegiatan tersebut bersifat
menghambat atau mendukung persaingan. Sebaltknya, pendekatan per se illegal
adalah menyatakan setisp perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal,
tanpa pembuktian lebih lanjut atag dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau
kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se iflegal biasanya
meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk terientu, seria pengaturan
harga jual kembali.”’

Pada umumnya, persekongkolan dalam kegiatan tender dianggap sebagai
per se itlegal bahkan masalah kegiatan tender diatur dalam ULl khusus dibeberapa
negara yang tidak mempunyai UU anti monopoli. Hal tersebut disebabkan oleh
peluang untuk berbuat curang dalam tender kolusif yang mengakibatkan kerugian
terhadap anggaran belanja negara.™® Di Indonesia, larangan persekonglkolan dajam
kegiatan tender diatur dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 vang
menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untok
mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan pasal tersebut menyimpulkan
bahwa penyelidikan terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Ne. & Tahun
1999 dilakukan melalul metode pendekatan rufe of reason. Hal itu terlihat dalam
kalimst vang menyatakan *.. schingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan useha tidak sehat..® Pengertian kalimat dimaksud adalah tender
kolusif “dapat” dilakukan apabila tidak “...mengakibatkan teriadinya persaingan
usaha tidak sehat...” Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbeda dengan
pengaturan tender dibeberapa negara yang mengutamakan pendekatan per se

ilfegal, seperti Amerika Serikat dan Jepang. Otaritas pengawasg persaingan usaha

Commission, to Define Hts Powery and Puiies, and for Other Purpases yong lebik dikenal dengan
the Federal Trade Commission Act, Kemudian pwda tahun 1936, #e Claypon Act disempurnakan
dengan the RobinsonPatman Aut, 31 mana penyempurnaannya lerbatas puda Pasal 2 the Clavion
Act yang mengstur tentang Diskriminas: Harga, Libat Stephea F. Ross, Principles of Antitrust
Law, (Westbury New York: The Foundation Press, Inc., 1993}, him. 395.399

" R.8. Khemani and DM, Saphiro, Glassory of Industria! Organisation Economics and
Conpetliion Law, (Paris: GECD, 19%6), p. 5|

" Hansen, Op.Cit, him. 313.
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dapal menjatuhlan pidans deada atau sanksi administratif terhadap pelaku usaha
dan atau pengguna barang dan jasa yang terlibat apabila tiap pibak yang
berpartisipasi bersepakat dan terbukii dalam persekongkolan tender. Pendukung
pendekatan tersebut berpendapat bahwa tender kolusif tidak terkait dengan
struktur pasar sehingga tidak memerlukan analisis kekuatan pasar karena tidak
terdapat unsur pro-persaingan.” Tender kolusif mengutamakan aspek perilako
berupa perjaniian persekongkolan yang umumnya dilakukan tanpa bukti tertudis.
Konsekuensi logis pmcie:ké.tan rule of reason yang diamut leh ketentuan pasal 22
UU No. § Tahun 1999 menyebabkan KPPU sulit untuk melakekan proses
penvelidikan persekongkolan dalam kegiatan tender karena KPPU harus
membukiikan bahwa persekongkolan dalam  kegistan  tender  “dapat
mengakibatkan” persaingan usaha tidak sehat. Unsur dimaksud dianggap scbagai
prosss pembuklian yang berlebihan sehingga menyulitkan KPPU dalam membuat
putusan, ™

Amerika Serikat mengar dan melskukan pengawasan yang ketat
terhadap persekongkolan dalam kegiaten tender,”' sebagaimana tertuang dalam
ketentuan Sherman Act 1890.% Adapun persekongkolan dalam kegiatan tender di
atur dalam ketentuan Pasal 1 Sherman Act 1890 yang menetapkan bahwa setiap
perjanjian, gabungan dalam bentuk perusahaan atau yang lainnya atau konspirasi
dengan maksud untuk membatasi perdagangan atan bisnis antara negara-negara
federal atau dengan negara-negara asing merupakan perbuatan melawan hukum
(illegal}. Di Amerika Serikat, persekongkolan dalam keglatan tender diperlakukan
sama dengan kartel, yakni menghukum tindakan tersebut melalyi metode
pendekatan per se Hlegal ¥

Di Jepang, persekongkolan dalam kegiatan tender (Dango) diperdaknkan

sama dengan Kartel, yaitu menghukum tindakan tersebut melalui metode

 Anggeaini, Larangan Prakiik Monepoli, Dp.Cit. Him, 365

¥ Anggraini, Persekongkolan Penawaran Tender, Op.City him, 15418

" Okatani, Op.Cit: 26/

2y uhassarie, Proceedings 2002, Op.Cit, him.8.

% Ningrum N, Sirait, Hufum Persaingan di Indonesta: U No. 571999 tentang Lorangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidok Sehar, cet. 1, (Medan: Pustaka Bangsa Press,
2004), hlm. 100
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pendekatan per se illegal®® Ketentuan dimaksud diterapkan setelah UU
Antimonopoli Jepang diamandemen pada tahun 1952. Adapun kategori substansi
larangan per se illegal dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) UU Antimonopoli Jepang
adalah hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan (unreasonable restraint of
trade). Hambatan tersebut mencakup kegiatan bisnis pelaku usaha yang
membatasi atau melakukan kegiatan untuk menetapkan, mempertahankan atau
menaikkan harga, atau membatasi produksi, teknologi, barang yang bertentangan
dengan kepentingan publik atau persaingan. UU Antimonopoli Jepang banyak
mengadopsi ketentuan Antitrust Law Amerika Serikat, seperti Sherman Act 1890.
Oleh karena itu, Japan Fair Trade Commission (JFTC) dalam melakukan
penyelidikan terhadap pelanggaran UU Antimonopoli menggunakan pembuktian

langsung dan pembuktian berdasarkan keadaan.

' Hard Core Cartels Activities, including price fixing, output restriction, bid rigging and
market division are prohibited by current Japanese Cartel Law. The key component of which The
Existence of an agreement constituting a bussiness restriction is a concept similar in nature to per
se illegality under the United States Anti trust Law, in Jiro Tamamura, J.M. Gidley and Douglas
M. Jasinski (White and Case LLP)
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BABII1
KEWENANGAN KPPU DALAM PENANGANAN PERKARA
PERSEKONGKOLAN PELELANGAN BARANG/JASA

A. Pengertian Lelang dan Tender

Tender adalah tawaran mengajukan barga untuk memborong suatu
pekerjaan, untuk mengadakan barang-barapg, atau wuatuk menyediakan jesa
(Penjelosan Pasal 22 Undang-Undeng Neo. 5 Tahun 1999 tentang Larungan
Prakiek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Pengertian lender
mencakup tawaran mengajukan barga untuk memborong atau melaksanakan suatu
pekerisan, mengadakan barang dan atau jasa, membeli svatu barang dan atau jasa,
dan menjual suata barang dan atau jasa.

Cakupan dasar penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Prakiek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah
tender stau tawaran mengajukan harga vang dapat dilakgkan melalui:

a. Tender terbuka,

b. Tender terbatas.

¢. Pelelangan umum.
d. Pelelangan terbatas,

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan
penunjukan langsung yans merupskan bagian dani proses tender/lelang juga
tercakup dalam penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Black mendefinisikan tender sehagai berikut:

“Tender Is gn offer of money. Tender, though usually used in connection
with an offer 10 pay money, is properly used in connection with offer of properiy
or performance of duty other than payment of money. In commaon law pleading, is

a plea by defendant that he hay been giways ready to pay the debt demanded, and

¥ Komisi Pengawas Perssingan Usaha, Pedomean Posalf 22, Wm. 7
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before the commencement of the action tendered it to the plaintiff, and now brings
it into court ready to be paid to him” %

Black mendefinisikan lelang/auction sebagai a sale of property to the
highest bidder.r” Berdasarkan Uniform Commercial Code/UCC, penjualan
melalui lelang/pelelangan dianggap selesai pada saat panitia mengumumkan
pemenang dan harga lelangnya serta mengetukkan palu. Dalam kamus hukum
ekonomi, aquction atau lelang diartikan sebagai cara penjualan barang di depan
umum yang dilakukan dengan penawaran bertingkat naik turun.®

Penafsiran pengertian tender dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999 dapat dilakukan melalui penafsiran teleologis, yaitu penafsiran terhadap
tuyjuan UU No. 5 Tahun 1999% sebagai upaya untuk memulihkan kegiatan
ekonomi yang terganggu atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar
bersangkutan. Artinya, dalam prinsip persaingan diperlukan pengertian dan
pemahaman bahwa dalam kegiatan ekonomi apapun persaingan harus tetap
terselenggara. Oleh karena itu, apabila dalam suatu pasar tertentu terdapat
hambatan persaingan dan akibat hambatan tersebut terdapat pihak-pihak yang
dirugikan, maka persaingan usaha sehat dalam pasar bersangkutan harus
dipulihkan. Selanjutnya, apabila persekongkolan dalam kegiatan tender terbukti,
maka KPPU harus menerapkan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang
bertujuan untuk memulihkan persaingan usaha tidak sehat menjadi persaingan
usaha sehat.”

Majelis Komisi Perkara No. 07/KPPU-L/2004°' tentang persekongkolan
tender dalam penjualan 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina

(Persero) mendefinisikan tender sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal

22 Tahun 1999 yaitu sebagai tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong

% Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, 6 Edition, St. Paul Minnesota: West

Pubhshln% Co., 1992, p.1467

Tbld p 125

Elly Erawati dan J.8. Badudu, “Kamus Hukum Ekonomi, (Jakarta, Elips, 1996), him. 6

% Indonesia, Undang-undang tentang Larangan Prakick Monopoli dan Persaingan
Usaha T:dak Sehat, Op.Cit, Pasal 3.

Sl]alahl Dampak Putusan KPPU teriiadap Pertantina, Loc.Cit

*! Putusan Perkara No. 07/KPPU-L/2004 tentang persekongkolan tender dalam penjualan
2 (dua) unit kapal tanker (VL.CC) milik PT Pertamina (Persero)
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suatu pekeriaan, untuk mengadeken barang-barang, atay untuk menyediakan jasa.
Selzin itu, Majelis Komisi memperluas pengertian tender tersebut menjad
tawaran mengajukan harga yang meliputi tawaran untuk pembelian atau tawaran
untuk pengadasn suatu barang atau jasa dan tawaran untuk penjualan suatu barang
atau jasa.

Dengan definist tersebut, maka penjualan 2 {dua) unit kapal tanker (VLCC) milik
PT Pertamina {Perserc} masuk dalam definisi tender schagasimana dimaksud
dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 19948,

Selain penjualan 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina
(Persere), KPP juga menangant perkara lelang, yang berdasarkan pedoman Pasal
22 UU No. § Tahun 1999 lelang umum dan lelang terbatas termasuk dalam
cakupan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Dengan demikian, KPPU berwenang
untuk menangani perkara persekongkolan dalam lelang.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menguraikan mengenai perkara
persekongkolan lelang yang ditangani oleh KPPU dalam Perkara No. G4/KPPU-
L2005 tentang Lelang gula ilegal vang dimenangkan oleh PT Angels Products
dan Perkara No. 17/KPPU-L/Z007 tentang pelelangan 1800 Jembar saham PT
Dharmala Sakti Seiahtera di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

B. Perkara Persekongkolan dalam Pelelangan yang ditangani oleh
KPPU

Sebagaimana dinralkan dalam Bab [ bahwa mayoritas laporan yvang masuk
ke KPPU adalah mengenai persckongkolan tender sehingge hal ini berlanjus
terhadap banyaknya perkars tender wang ditangani oleh KPPU. Dalam
perkembangannya, KPPU juga menangani perkara persekongkolan yvang terjadi
dalam pelelangan, diantaranya adalah Perkara No. 04/KPPU-L/2005 tentang
Lelang Gula lilegal yang dimenangkan oleh PT Angels Product, dan Perkara No.
17/KPPU-L{2007 tentang Pelelangan 1800 Lembar Ssham PT Dharmala Sakt
Seiahtera vang ada di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.
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Alasan penulis memilih duas perkara persekongkolan lelang untuk
dianalisis dalam tesis ini adalah kerena di kedua perkara ini para pihak
mempermasalahkan mengenal kewenangan KPPU untuk menangant perkara
persekongkolan lelang. Permasalahan ini muncul karena mereka mebhat aturan
vang terdapat dalam Pasal 22 UU No. § Tahun 1999 hanya mengatur tentang
tender, bukan felang. Untuk Putusan Perkara No. (4/KPPU-L/2005, para Terlapor
menggunakan upaya hukum keberatan sampai ke tingkat Kasasi di Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Sedangkan uniuk Putusan Perkara No. 17/KPPL)-
L/2007, para pihak dinvatakan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU
No. 5 Tabun 1999 sehingga mereka menerina putusan KPPU tersebut.

Dalam bab I ini, penulis membatagi hanyva membahas mengenal
kewenangan KPP dalam menangant perkara persekongkolan lelang. Mengena
pemenuhan ynsur-onsur Pasal 22 U No. 5 Tahun 1999 akan di bahas secars
tersendiri dalam Bab IV,

1. Perkara No. 04/KPPU-1./2005
a. Putusan KPPU Perkara No. 04/KPPU-1./2005

Perkara ini diawali dengan adanya laporan vang masuk ke KPPU pada
tanggal 10 Januari 2005. Setelah melalui proses penanganan pelaporan’, maka
taporan terscbut kemudian disetujol dalam Rapat Komisi untuk masuk menjadi
perkara dengan nomor register 04/KPPU-1/2005,

Para pihak dalam perkara ini adalah PT Angels Products sebagai Terlapor
I, PT Bina Muda Perkasa sebagai Terlapor II, Sukamto Effendy sebagai Terlapor
111, dan Ketua Panitia Lelang (Susanto, SH, MH) sebagai Terlapor [V.

KPPU menduga telah terjadi persekongkolan antara PT Angels Products
{Pemenang), PT Rina Muda Perkasa, Sukamto Effendy den Susanto SH, MH
{Pamtia Lelang) dalam lelang gula impor ex Thailand sebanyak 56.343.577 Kgs

™ Pada saat pemanganan perkatz ini berjalan, tata cara penanganan perkara di KPPU
mrsih menggunakan Kekerituan dalam Keputusan KPPU Nomor: 05/KPPUKEP/X/2600 1entang
Tata Cara Penyampaiat Laporan dan Penanganan Dlugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang
WNomor § Tahun (999, Saat ini, tata cara peranganan perkara di KPPU sudah diybah dengan
Peraturan Komisi No. 0 Tahun 2606 ientang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU,
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yang merupakan barang buktl dalam tindak pidana kepabeanan dengan terdekwa

Drs, Abdul Waris Halid.

Setelah melalul proses pemeriksaan pendahuluan selama 30 har kerja,
pemeriksaan lanjutan selama 60 hari kerja dan diperpanjang selama 30 hari kerja,
maka Tim Investigator kemudian membuat Investigmior Stafement yang
diserahkan kepada Mujelis Komisi sebagal bahan pertimbangan dalam
memutuskan  perkara ini.  Adapun  kesimpulan vang disampaikan dalam
Investigator Statement tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Bahwa telah terjadi persekongkolan vang dilakukan oleh PT Angels
Produets, PT Bina Muda Perkasa dan Sukamito Effendy untuk mengatur agar
PT Angels Products menjadi pemenang dalam lelang barang bukti gula pasir
keistal putih, karena Sukamto Effendy yang mendanai kedua peserta lelang
tersebul, sehingpa pada acara penswaran lelang, PT Bing Muda Perkasa
berhenti melakukan penawaran sebelum Rp  118.000.000.000 (seratus
delapan belas miliar rupiah).

2.  Bahwa Panitia Lelang telah mengarahkan PT Angels Products dan atau PT
Bina Muda Perkasa untuk menjadi peserta lelang berupa:

a. Membuat persyaratan lelang vang mengstur babhwa yang menjadi peseria
jelang adalah perusahaan yang memiliki ijin wsaha pabrik gula atau industri
gula rafinasi, schingga perusahaan vang tidak pernah melakukan usaha
dibidang pabrik gula atau industri gula bisa menjadi peserta lelang;

b. Pengumuman lelang yapg hanya dilakukan di harian Jokal dan kewajiban
menyeor uang jaminan scbesar Rp S50.000.000.000 (lima puluh miliar
rupiah) hanya dalam wakte 2 (dua) hari kerja menunjukan bahwa panitia
lelang sengaja mengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakni PT
Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa.

Terhadap investigator statement yang disampaikan kepada para Terlapor,
terkai{ dengan kewenangan KPPU dalam menanpani perkara persekongkoian
lelang, maka PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa melalui Kuasa

hukumnya menyampaikan tanggapan sebagai berikut;
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Tentang Lelang Barang Bukti Gula Pasir Kristal Putih Yang Dimenangkan
Oleh PT Angels Products Bukanlah Suatu Tender;

Lelang yang ditkuti oleh PT Bina Muda Perkasa adalah lelang eksekusi vang
didasari oleh adanya Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP,
Pengaturan mengenai pelaksanaan lelang diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan RI No. 304/KMK.61/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
maupmn  peraturan tentang lelang lainnya seperti Keputusan Menter
Kewangan RI no. 33%KMK.0172000 tentang Pejabat Balai Lelang,
Keputusan Menteri Kevangan RI No. 338/KMK.G1/2000 tentang Pejabat
Lelang, Keputusan Kepala Badan Urusan Pintang dan Lelang Negara No.
44/PN/2000 tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang maupun Peraturan Lelang
{Vendur Reglement Staatsblod 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan
Staaishlad 1940:56) serta peraturan lainnys yang mengatur tentang lelang;
Pada Pasal 22 UL No.5 Tabun 1999 dinvatakan sebagai berikut: "Pelaku
Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender schingga dapat mengakibatkan ferjadinya
persaingan usaha tidak sehat”;

Pengertan tender mepurat UU No.S Tahun 1998 ialah tawaran mengaiukan
harga untuk memborong susty pekerjaan, untuk mengadaan barang-barang,
atau unfuk menyediakan jasa, sedangkan pengertian lelang menurnt
Keputugan Menteri Keuangan RI No. 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang ialah penjualan barang yang ferbuka untuk umum baik
secara langsung maupun melalur media elektronik dengan cara penawaran
harga secara lisan atau tertulis vang didahului dengan usaha mengumpulkan
perinat;

Berdasarkan uraian tersebut, jangkauan penerapan Pasal 22 UU No.5 Tahun
1999 ialah adanya persekongkoelan yang dilakukan oleh para pelaky usaha
dalam suatu tender. Mengingat tender dan lelang adalah suatu perbuatan
hukum yang berbeda dan oleh karenanya memiliki pengaturan berbeda pula,
maka adalah salah dan sangat tidak tepat apabila menecrapkan Pasal 22 UU
No.§ Tahun 1999 terhadap lelang barang bukti gula pasir kristal putih, yang
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dilaksanakan berdasarkan Penctapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Uiara sesual Pasal 45 UU No.8 Tahun 1981;
Berkaitan Javestigator Statement dan tangpapan yang disampaikan oleh

para Terlapor, maka Majelis Komisi menyampatkan pertimbangan sebagai
berikut:

i.

Terhadap analisis fakta dalam Mrvestigoior Statement, PT Angels Products
menanggapt yang pada pokoknya Tim Investigator tidak melakukan
perhitungan hargs gula yang wajar kecualt hanya berdasarkan perhifungan
dari Dewan Gula Indonesia. Majelis Komisi berpendapat bahwa harga lelang
tersebut tidask wajar karena jauh dibawah harga pasar serta jauh dibawah
harga mrinimum difingkat petani sesual dengan SK Menperindag Nomor
327/VIPP/Kep/9/2004 tanggal 17 September 2004 yang menyatakan harga
gula minimuom ditingkat petant Rp 3.410/Akg,

Terhadap analisis fukta dalam Jyvestigator Statement, PT Angels Products
dan PT Bina Muda Perkasa menangpapi tuduhan Tim Investigator yang
menyatakan Sukamto Effendy terkait dengan PT Angels Products dan PT
Bina Muda Perkasa sebagai penyandang dana bagi keduanya sehingga
terjadi persaingan semu merupakan analisis yang prematur, sangat mengada-
ada dan ¢enderung hanva berupa taduhan-tuduban vang sama sekali tidak
berdagar hukum. Majelis Komisi berpendapat bahwa meskipun PT Bina
Muda Perkasa membantah mengenal Sukamto Effendy namun Sukamio
Effendy dalam tanggapannya tidak membantah keberadaannya di PT Bina
Muda Perkasa maupun di PT Angels Products sehinggs Majelis Komisi
berpendapat hahwa PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa
terasgsiasi melalul Sukamto Effendy.

Terhadap analisis fnkta dalam fnvestiggior Statemert, PT Bina Muda
Perkasa menanggapi dengan dinyatakannya PT Bina Muda Perkasa sebagai
peserta lelang telah membuktikan babwa PT Bina Muda Perkasa adalah sah
dan layak mengikuti lclang. Majelis Komisi berpendapat bahwa PT Bina
Muda Perkasa adaiah perusabaan yanp tidak layak mengikuti lelang karena
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belum pernah melakukan kegiatan apapun walaupun PT Bina Muda Perkasa
memiliki ijin sebagai perkebunan tebu, industri gula dan pengolahan gula.
Terhadap analisis fakta dalam /nvestigator Statement, PT Bina Muda
Perkasa menanggapi yang pada pokoknya bahwa telah jelas PT Bina Muda
Perkasa berhenti melakukan penawaran pada angka Rp 118.000.000.000
(seratus delapan belas miliar rupiah) karena tidak mampu membayar harga
lelang pada angka tersebut. Majelis Komisi berpendapat bahwa PT Bina
Muda Perkasa seharusnya tidak mengajukan penawaran sejak awal namun
PT Bina Muda Perkasa telah memberikan kesempatan kepada PT Angels
Products untuk memenangkan lelang;

Terhadap unsur bersekongkol dalam Investigafor Statement, PT Angels
Products dan PT Bina Muda Perkasa menanggapi yang pada pokoknya
bahwa Tim Investigator hanya menggunakan asumsinya bahwa dengan
dibuatnya syarat untuk menjadi peserta lelang adalah perusahaan yang
memiliki izin pabrik gula maka persyaratan tersebut sengaja dibuat untuk
mengarahkan PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa sebagai
peserta lelang. Majelis Komisi berpendapat bahwa persyaratan yang dibuat
oleh Panitia lelang adalah untuk memfasilitasi PT Angels Products dan PT
Bina Muda Perkasa agar dapat mengikuti lelang. Majelis Komisi juga
menemukan petunjuk lain yakni pengumuman lelang dilakukan hanya di
harian lokal dan adanya kewajiban menyetor uang jaminan sebesar Rp
50.000.000.000 (lima puluh miliar) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja
menunjukkan bahwa Panitia lelang hanya mengarahkan pelaku usaha
tertentu.

Terhadap unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam
Investigator Statement, PT Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa
menanggapi elemen adanya perbuatan kerjasama antara PT Angels Products,
PT Bina Muda Perkasa dengan pihak panitia lelang tidak terbukti sehingga
pada akhimya unsur bersekongkol tidak terpenuhi, maka secara otomaltis
unsur mengatur dan atau menentukan tender/lelang tidak terpenuhi. Majelis

Komisi berpendapat bahwa bentuk kerjasama antara PT Angels Products, PT
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Bina Muda Perkasa dan pihak panitia lelang didapatkan melalui berbagai
petunjuk yang diperoleh selama pemeriksaan diantaranya dalam bentuk
penentuan persyaratan lelang serta pemilihan media dan waktu pemuatan
pengumuman yang mengarah pada PT Angels Products dan PT Bina Muda
Perkasa sebagai peserta lelang.

Terhadap dilakukannya pemeriksaan dugaan persekongkolan lelang barang
bukti berupa gula pasir kristal putih, PT Angels Products dan PT Bina Muda
Perkasa menanggapi bahwa karena lelang tersebut dilaksanakan dengan
tujuan untuk melaksanakan pasal 45 UU No.8 Tahun 1981 maka pelelangan
barang bukil gula pasir kristal putih tersebut termasuk perbuatan yang
dikecualikan dari ketentuan UU No 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf a. Majelis
Komisi berpendapat bahwa pasal 45 UU No 8 Tahun 1981 adalah dasar hak
bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan lelang barang bukti, namun
demikian Jaksa Penuntut Umum harus tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan lain yang berlaku termasuk UU No 5 Tahun 1999
sehingga pelaksanaan lelang tersebut tidak dapat dikecualikan dari pasal 50
huruf a UU No. 5 Tahun 1999;

Terhadap tanggapan PT Angels Product dan PT Bina Muda Perkasa yang
menyatakan bahwa lelang barang bukti guta pasir kristal putih bukanlah
suatu tender sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No.5 Tahun 1999,
Majelis Komisi berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan pasal 22 UU No.
5 Tahun 1999 tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong
suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan
jasa. Pengertian tender tersebut mencakup tawaran mengajukan harga untuk
memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang dan
atau jasa, membeli suatu barang dan atau jasa, dan menjual suatu barang dan
atau jasa. Berdasarkan defenisi tersebut maka cakupan dasar penerapan pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga
yang dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan
umum dan pelelangan terbatas, sehingga lelang barang bukti tersebut

merupakan bagian dari pasal 22 UU No.5 Tahun 1999.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di  atas, Majelis Komist

memutuskan sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terapor 1 PT Angels Products, Terlapor I PT Rina Muda
Perkasa, Terlapor 1T Sukamto Effendy dan Terlapor IV Susanto, S, MH
Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU
Nomor 8 Tahun 1999;

Menghukum Terlapor [ PT Angels Products untuk membayar denda sebesar
Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas
Negara sebagal setoran penecrimaan negara bukan pajak Departemen
Keuvangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendabaraan
Negara (KPPN) Jakarta | yang beralamat di J1 Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta
Pusat melalu Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-
lambatnya 30 (tiga pulah han) sejak dibacakannya putusar;

Menghukum Teriapor I PT Bina Muda Perkasa untuk membayar denda
sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke
Kas Negars sebagsi setoran penerimaan negara bukan psjak Departemen
Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelavanan Perbendaharsan
Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di JL Ir. H. Juanda No. 19 Jakerta
Pusat melaiui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 sclambat-
fambatnya 30 (tiga pulub hari} ssjak dibacakannya putusan;

Menghukum Terlapor 1] Sukamto Effendy untuk membayar denda sebesar
Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas
Negara scbagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen
Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Jakarta 1 yang beralamat di JL Iv. H. Juanda No. 19 Jskarta
Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-
lambatnya 30 {tiga puluh hari) sejok dibacakannya putusan;

Melarang Terlapor I PT Angels Products dan Terlapor II PT Bina Muda
Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam

kegiatan lelarnyg serupa selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan;
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& Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto, SH. MH., uniuk
melakukan pemeriksaan, penyidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. atas keterlibatannya
dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri
Jakarta Utara.

b. Upaya Hukum Keberatan dan FPutusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan Neo. §4/Pdt.KPPL2005/PN. Jak Sel

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1999 menetapkan apabila
pelaku usaba tidak dapat menerima Putusan KPPU, maka pelaku usaha dapat
mengajukan upaya hukum keberatan ke PN dalam jangka waktu 14 hari setelah
pelaku usasha menerima putusan KPPU. Jangka waktu tersebut dihitung dari
tanggal pelaku usaha menerima pemberitahuan pulusan dan bukan sast putusan
dijatubkan. Terlapor dianggsp telah menerima pemberitahoan Pettkan Putusan
berikut Salinan Putusannya terhitung sejak hariftanggal tersedianya Salinan
Putusan tersebut di websire KPPU.»

Perdasarkan ketentuen Pasal 45 ayat {1 dan 23 UU No. 5 Tahun 19938, PN
wajib melakukan pemeriksaan upaya hukum keberatan yang diajukan oleh pelaku
usaha dalam jangka waktu 14 hari sejak upaya hukumn keberatan diterima
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan memberi putugan
dalam jangka wakiu 30 had sejak penerimaan pemerikssan upaya hukum
keberatan tersebut® Pembatasan jangka waktn 30 hari umuk memeriksa
permohonan upayva hukum keberatan di stas, dimaksudkan sebapgai pembatasan
peran PN untuk melakukan peninjauan atas permohonan keringanan sanksi yang
diajukan oleh pelaku usaha, karena peran PN dalam pemeriksasn upaya hukum
keberatan tidak terlalu akitf PN tidak perlu melskukan pemeriksaan inf persoon

' Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peranwran Komisi tentang Tara Cora
Penanganan Perkara 41 KPPU, No. | Tahan 2086,

* Aric Siswaalo, Hukwn Perspingan Usaha, oet. |, {Jakaria: Ghalla Indonesia, 2002),
him. 93-99
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atau memeriksa pokok perkara’, namun cukup melakukan pemeriksaan terhadap
berkas perkara™ atau melakukan penilaian terhadap sanksi administratif
{penerapan hukum). Ketentuan tersebut tidak serta merta menghambat keinginan
anggota magjelis hakim yang memeriksa substansi (pokok perkara) terhadap
pengajuan upaya hukum keberatan, sepanjang anggota majelis hakim memiliki
kredibilitas dan keahlian khusus untuk menangani perkara hukum persaingan
usgha melalei pemikiran dan argomen yuridis atas findakan-tindakan yang
dilakukannya.

Upaya hukum keberatan yang ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1999
diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. !
Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upava hukum Keberatan Terhadap
Putusan KPPU (selanjutnya disebut dengan Perma No. 1/2003).%7

Dalam prakuk, penerapan Perma No, 12003 memiliki banyak kelemahan
sehingga MA menyempurnakan Perma tersebur melalui Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan upaya
Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut dengan Perma
No. 3/2003). Upaya hukum keberatan para Terlapor ke PN terkait dengan Putusan
KPPU Perkara No. U4/KPPU-L/2005 menpgunakan ketentuan yang terdapat
dalam Perma No, 3/2005.

PT Angels Produet mendaftarkan upaya hukum keberatannya pada tanggal
12 Oktober 2005 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan
register No. 04/PAt-KPPU/2005/PN Jak Sel yang merupakan induk dari komulasi
gabungan permohonan-permohonan para pemohon/para Terlapor yang sejenis
yang semuanya menyafakan keberatan terbadap Putusan KPPU npo. Q4/KFPU-
L2605, yaitu  Sukamto  Effendy dengan  register No.  05/Pdt-
KPPU/2005/PN.Jak.Sel. PT Bina Muda Perkasa mendaftarkan keberatannya di

% Si Anisok, “Permasalohans Seputar Tata Cara Pengajonan Keberataan Terhadap
Putusan KPPUT, Jurnel Hukem Bisnls 24-No. 2 2005) 119,

% pavius E. Lotulung, Perma No, 142003 Temtang Taip Cara Pengajvan Upnye Hubum
Keberatan Terhadap Putusan KFPU dalam Yubassarie, Proceadings 2004 Undangundang No.
371999 dan KPPU, Op.Cit bim. 68
7 indonesia, Perwiuran Makkamah Agung tentang Tata Cora Pengajuan Upaya Hukum
Keberatan terhadap Putusan KPPU, Perma No. | Tahunu 2003, Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2 Ayar (2)
dan Pasal 4 Avat {1}
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Kepaniteraan Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat dengan  register  No.

06/KPPU/Z00S/PN Jak Pus.  Sedangkan Susanto SH, MH mendaftarkan

keberatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register

No. 0/KPPU/2006/FN . Jak. Utr.

Pokok-pokok keberatan yang disampaikan oleh PT Angels Product

(Pemohon 1) adalah sebagai berikut:

I.  KPPU (Termohon) telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena telab
memberikan kewajithan pembuktian/beban pembukiian pada Terlapor.

2. KPPLU telsh bertindak secara sewenang-wenang dalam memeriksa dan
memutus perkata o guo.

3. Mengenai unsur bersekongkol yaitu tuduhan persekongkolan antara
Pemohoon | dengan Panitia Lelang (Pemohon V), pertimbangan KPPU
tidak berdasarkan hukum dan terlalu prematur karena pertimbangan KPPU
harvalah merupakan asumsi dan sama sekall bukan suaty pertimbangan
yang didasarkan oleh adanya pembuktian sebagaimana yang telah ditetapkan
aleh Undang-undang.

4,  Mengenai unsur persaingan ussha tidak schat, KPPU telah melampani
kewenangannya yaitu menilai suatu perbuatan yang tidak melawan hukum
menjadi perbuatan melawan hukum.

5. KPPU tidak membuktikan semua unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. §
Tahun 1999, oleh karenanva KPPU telah salah menerapkan hukum dalam
memeriksa dan memutuskan perkara a guo.

Pokok-pokok keberatan vang disampaikan oleh PT Binag Muda Perkasa

{Pemohon 11} adalah sebagai bertkat:

1. Pertimbangan Majelis Komisi yang menyimpulkan bahwa PT Bina Muda
Perkasa terasostasi dengan Sukamto Effendy adalah pertimbangan tidak
benar dan hdek berdasar pada pembuktan sebagaimana vang diatur dalam
undang-undang.

2. Pertimbangan Majelis Komisi yang menyatakan babwa PT Bina Muda
Perkasa tidak Jayak mengikuti lelang tidak berdasar karena PT Bina Muda

Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 200&#Tiversitas Indonesia



48

Perkasa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Panitia
Lelang.
Pertimbangan Majelis Komisi yang menyatakan bahwa PT Bina Muda
Perkasa telah memberikan kesempatan kepada PT Angels Products untuk
memenangkan lelang adalah kelirn dan tidak berdssar hukum karena PT
Bina Muda Perkasa telah mengikuti lelang sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaka.
Kesimpulan Majelis Komisi babwa telah terjadinya persekongkolan antara
PT Rinas Muda Perkasa dengan PT Angels Products maupun dengan Susanto
SH, MH hanya didasarkan pada bukti-bukii yang telab ditentukan dalam
Pasal 22 Ul No. 5 Tahun 1995
Majelis Komisi tidak memutus berdasarkan alat-alat bukti yang dibaruskan
dalam ketentuan UU No. 5 Tabun 1999
KPPU tidak membuktikan semua unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 Ul No.
5 Tahun 1999,

Pokok-pokok keberatan yang disampaikan oleh Sukemto Effendy

{Pemohon 111} adalah sebagal berikut:

E

Pertimbangan KPPU dalam menyimpulkan Sukamto Effendi terasosiasi
dengan PT Bina Muda Perkasa adalah keliru dan tidak didasari oleh bukti-
bukil yang cukup,

kesimpulan KPPU vang menyatakan Sukamic Effendy telah melakukan
persekongkolan atau kerja sama antar peserta lelang untuk menciptakan
persaingan semu tidak didasarkan pada pembuktian yuridis schingga KPPU
hanya memutus berdasarkan ssumsi-asumsi dan imajinasi yaong ada, serta
tidak pads bukti-bukti nyata yang sah menurut hukum.

Quo Vadis pembuktian dan penerapan dalam pemeriksaan atas dugaean
Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 yang diterapkan oleh KPPU,

KPPU dalam putusannya tidak berdasarkan bukti-bukti sesuai ketemtuan
dalam UJU Ne, § Tahun 1999,

KPPU tidak membuktikan sermua unsur-unsur dalam Pasal 22 U No. §
Tahuo 1999,
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Berdasarkan hal-hal tersehut di atas, Pemohon 1, 11, dan 11T mohon kepada

Penpadilan Negeri Jakarta Selatan agar:

{. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk selurvhnya;

2. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar
Pasal 22 UU No. § Tabun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat,

3. Menyatakan Putusan KPPU RI No. 04/KPPU-L/2003 batal demi hukum,

Pokok-pokok keberatan yeng disampatkan oleh Susanto, SH, MH

{Pemohon 1V) adalah sebagai benkut:;

1. Susanto, SH, MH selaku Ketua Panitia Lelang bertindak selaku cksekutor
dan tindakan yang dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan
Undeng-undang.

2. Pelelangan barang bukti berupa agula kristal putih dalam perkara atas nama
terdakwa Drs. HA, Abdul Waris Halid adalah dalam rangka melaksanakan
penctapan  Majelis  Hakim PN Jakarta  Utara  Nomor.
11/Pen.Pid Khusus/2004/PN Ikt Ut, denpan demikian pelelangan tersebut
adalah perbuatan yang bertujvan melaksanakan peraturan perundang-
undangan dimana berdasarkan Pasal 50 huruf a UJU No. 5§ Tabun 1999
adalah hal yang dikecualikan.

3. KPPU telah salah menempatkan Sosanto, SH, MH sebagai Terlapor karena
sebagal eksekutor dalam perkara gula ilegal tersebut bukan merupakan
obyek yang menjadi tugas KPPU sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) UU
No. § Tahun 1999,

Berdasarkan pokok keberatan tersebut, Susanto SH, MH memohon kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan KPPU} No. 04/KPPU-L/2005 tidak berlaku bagi
perohon,

2. Menyatakan pemohon tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal
22 U No. § Tahun 1999.

3. Memulibkan nama baik dan harkat dan martabat pemohon pada kedudukan

semuls.
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4. Memerintahkan kepada KPPU agar mengumumkan pada surat kabar harian
atas pemaulihan nama batk dan harkat martabat pemohon.

Berdasarkan permohonan keberatan dari para pemohon tersebul, maka

KPPU menyampaikan tanggapannya sebagal herikut:

I.  Pemeriksaan terhadap upaya keberatan berdasarkan Perma No. 372005
hanya dilakukan terhadap Putusan KPPU dan berkas perkaranya. Semua
dokumen maupun bukti-bukti baru harus dikesampingkan oleh Judex Factie.

2.  KPPU menyatakan bahwa PT Bina Muda Perkasa terasosiasi dengan
Sukamto Effendy yang dibuktikan dengan daftar hadir damwifzing dimana
Sukamto Effendy hadir sebagai wakil dari PT Bina Muda Perkasa..

3. KPPU menvatakan bahwa PT Bina Muda Perkasa adaleh perusahasn vang
tidak layak mengikuti lelang vang dapat dibuktikan dari nilal modal dan
kekayagn bersih perusahaan yang hanya Rp 100,000,000, tidak mempunyai
karyawan, dan tidak mempunyai kantor, dan belum berpengalaman dalam
kegiatan perdagangan gula  maupun  dalam  industri guia.  Dalam
keikutsertaan di lelang ini, PT Bina Muda Perkasa masih menggunakan
data~data pemilik lama.

4. KPPU menyatakan PT Bina Muda Perkasa memberi kesempatan kepada PT
Angels Products untuk menjadi pemenang lelang.

5. Mengenai unsur-unsur Pasal 22 Ul No. § Tahun 1999, infi dari Pasal 22 UU
No. § Tahun 1999 adalah adanya unsur kegiatan persekongkolan, mengatur
dann atau menentukan pemenang lelang, vang dapat mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat.

6.  Mengenai lelang merupakan pelaksanaan Undang-undang, permasalahannya
adalah apakah pelaksanaan lelang tersebut telah sesual dengan ketentuan UL
N § Tahun 1999 atau fidak,

7. Mengenat pihak-pihak yang terkait dalam persekongkelan, panitia lelang
adalah termasuk dalam pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
U No. § Tahun 1999
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8.  Mengenai Putusan KPPU telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku,
karena telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan
saksi ahli, serta dokumen terkait.

9. Unsur persekongkalan

10, Telah terjadi persaingan semu dengan adanya persekongkolan antara peserla
lelang,

11. Putusan KPPU didasarkan pada bukti-bukti yang sah, bukan berdasarkan
asumsi dan imajmasi.

Sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan
teriebih  dahulu  menyimpulkan adanya permasalahan-permasalahan  secars
substansizl. Induk dari materl permasalahan yang pokok adalah Termohon
{(KPPU} telah salah dalam menerspkan hukum zcars dan hukum pembuktian,
yaitu tidak mempergunakan dsn mendasarkan pada alat-alat bukti yang sahb,
melainkan mendasarkan pada asumsi-asumsi schingga mendapatkan fakta hukam
yang prematur dan menjadikan putusannya secara sewenang-wenang sehingga
putusan tersebut tidak sab dan harus dinyatakan bata! demi hukuem.

Berdasarkan Pasal 8 Perme No. 3 Tahun 20035, disebutkan bahwa kecuali
ditentukan lain dalam Perms ini, MHukum Acara Perdata vang berlaku diterapkan
pula terhadap Pengadilan Negeri. Selanjuinya Pasal § ayat 4 Perma No. 3 Tahun
2005 menyebutkan bahwa pemeriksaan keberatan didasarkan atas dasar putusan
KPPl dan berkas Perkara.

Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa alat-alat bukti
pemeriksaan adalah;

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

¢. Surat atav dokamen

d. Petunjuk

¢. Keterangan pelaku usaha

Setelah Majelis Hakim mencermati Putusan XPPU No, 04/KPPU-L/2005
baik tentang duduk perkara maupun tentang hukumnya, ternyata KPPU telah

menerapkan hukum seda sistern pembuklian yang dibenarkan oleh UU No. §
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Tahun 1999 karena telah beracara dengan mengungkap fakis-fakta melalui sistem
pembuktian yang benar, schingga memperoleh fakta hukum yang kemudian
dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang berkaitan,

Dengan demikian putusan KPPU yang menyatakan PT Angels Produets,
PT Bina Muda Perkasa, Sukamto Effendy dan Susanto SH, MH terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalab tepat dan
benar sehingga tuntutan para Pemohon untuk menyatakan Putusan KPPU No.
04/KPPU-L/200S batal demi hukum yang didasarkan pada uralan permchonan
bahwa putusan tersebut fidak didasarkan pada hukum acara dan sistem
pembuktian vang benar, patut untuk dinyatakan ditolsk. Dengan ditiolaknya
tuntutan para Pemchon tersebut maka Majelis Hakim menilai sudah tidak relevan
lagi untuk mempertimbangkan funtutan-tuntutan lain dan oleh karenanya patut
antok dinyatakan ditolak pula,

Dengan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
mengambil Putusan sebagai berikut:
I. Menolak permohonan para pemohon/para Teclapor selurchnya
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang

ditaksir sejumlah Rp. 734.000,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

e. Upaya Hukem Kasasi dan Puptusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia No, 04 K/KPPU/2066

Upaya hukum dalam ketentuan UU No. § Tabun 1899 berbeda dengan
upaya hukum dalam perkara perdata. Dalam perkara perdata, para pihak yang
tidak menyetujut Putusan PN dapat mengajukan upaya hukum banding ke PT dan
apabila para pihak tidak juga menyetujur Putusan PT dapat mengajukan upaya
kasasi ke MA. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam pemeriksaan upaya hukum
keberatan dalam perkara hukum persaingan usaha, Setelah PN memberi putusan
terhadap upaya hukum keberatan dan para pihak fidek menvetujui putusan
tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA.
Ketentuan Pasal 45 ayat (3 & 4) UU No. 5 Tahun 1999 menetapkan bahwa pihak

vang berkeberatan terhadap Putusan PN dapat mengajukan upaya hukum kasasi
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dalam jangka waktu 14 hari ke MA dan MA harus memberi putusan dalam jangka
waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima.”®

Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang menolak selurub
permohonan Pemohon deogan pertimbangan bahwa KPPU telah tepat dalam
beracara dengan mengungkap fakta-fukia melalui sistem pembuktian yang benar
menyebabkan para Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. Dalano
upaya hukum kasasi, PT Angels Produets sebagai Pemohon Kasast I, PT Bina
Muda Perkasa sebagai Pemohon Kasasi If, Sukamto Effendy sebagai Pemohon
Kasasi III, Susanto, SH. MH sebagai Pemohon Kasasi IV, dan KPPU schagai
Termohon Kasasi, Memort Kasasi dari Pemohon IV (Susanto, SH, MH) tidak
dapat diterima oleh oleh MA karena diterima di Kepamteraan PN Jakarta Selatan
melebihi jangka wakiu yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 5 Tahun
1999.

Alasan-alasan Kasasi darl PT Amngels Producis pada pokokmya adalah
bahwa Majelis Hekim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memberikan
pertimbangan hukum yang cukup. PT Angels Products keberatan dengan
pertimbangan hukum dalam putusan KPPU yang dinyatakan oleh Majelis Hakim
PN Jakarta Selatan fepaf dan begnar, vaitu dalam hal KPPU telah memeriksa dan
memutus perkara bukan didasarl oleh pembuldian yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. KPPU telah saleh dalam penerapan hukum mengenai
tuduhan persekongkolan antara PT Angels Products dengan panitia lelang dan
mengenai fuduhan persekongkolan antara PT Angels Product dengan PT Bina
Muda Perkasa untuk menciptakan persaingan semu KPPU telzh melampaui
kewenangannya dalam menentukan unswr persaingan usaha tidak sehat. KPPU
bertindak sewenang-wenang dalam memeriksa dan memutus perkara @ guo.

Hal lain yang disampaikan oleh PT Angels Products adalah mengenai
Investigator Statement yang merupakan mekanisme vang baru dan belum

mempuryai dasar hukum dalam penanganan perkara di KPPU.

* Destivano Wibowo & Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, cet. I, (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persacla, 2005), him 99,
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Alasan-alasan kasasi dari PT Bina Muda Perkasa pada pokoknya adalab
bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jukaris Selatan telah salsh dalam
menerapkan bukum  atay telah melanggar hokum yang berlaku dan telah
melakukan kelzlatan. Alasan yang disampaikan oleh PT Bing muda Perkasa
adalah bshwa KPPU welah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam
perkara @ quo, salah dalam menerapkan unsur persekongkolan, dan unsur-unsur
pelanggaran persaingan usaha tidak schat yang dilakukan oleh PT Bina Muda
Perkasa tidak terbukti secara materiil. KPPU dalam memeriksa dan memutos
perkara o quo hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi dan mengesampingkan
fakta-fakia yang ada.

Alasan-alasan Kasasi dari Sukamto Effendy pada pokoknya adalah bahwa
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerapkan hukum secara
benar dalam memeriksa dan memutus perkara, karena KPPU telah salah
menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus Perkara No. 04/KPPU.
L/2005. Alasan yang disampaikan oleh Sukamto Effendy adalah tidak adanya
bantahan dalam tanggapan Sukamto Effendy atas investigator statement tidak
seharusnya dijadikan dasar pertimbangan bahwa Sukamto Effendy terasosiasi
dengan PT Bina Muda Perkasa. KPPU melakukan kesalahan penerapan hukum
dalam melakukan pembukiian terhadap tuduban Sukamio Effendy terasosiasi
dengan PT Bina Muda Perkasa. XPPU salah menerapkan hukum karena tidak
membukiikan semua unsur dalarn Pasal 22 DU No. 5§ Tahun 1899,

Terhadap alasan-alasan pengajuan Kasasi oleh para pemochon kosasi
tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwe alasan-alasan yang disampaiken
oleh Pemohon Kasasi [, Pemohon Kasasi I, dan Pemochon Kasasi 1 tidak dapat
dibenarkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat
dan tidak salah menerapkan bukum. Pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis
Hakim Mahkamah Agung adalah sebagat berikat:

1. Pertimbangan jfudex factie didasarkan atas UU No. § Tahun 1999, Perma
No. 3 Tshun 2005, dan pemenksaan keberatan atas putusen KPPU
dilakukan hanya atas dasar Putusan KPPLL
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Pemohon Kasasi telah dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 22 UU No.
5 Tahun 1999, vaitu melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang  tender, sehingga mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

Pengumuman felang hanya dilakukan di harian lokal (Harian Jakarta) vang
tidak dikenal lvas oleh masvarakat, apalegi dikalangan duma usaha, yang
hanva dilakukan selama 2 (dua) hari kerja dan dalam wakiu vang singkal
tersebut sudah harus membayar jaminan sebesar Rp 50.000.000.000, (lima
miliar rupiah), lagi pula dalam pengajuan permohonan lelang tersebut ada
yang mencantumkan hari dan tanggal pelaksanaan lelang dan ada yang tidak
mencantumkannya,

Pemohen kasasi 111 pada saat canwijzing datang mewakil pemohon kasasi 11
padahal pemohon kasasi IIl tersebut adaleh anggota konsorsium dari
pemohon kasasi I, jadi pemohon kasasi I terasosiasi dengan pemohon
kasasi Il

Pada saat aamvifzing peseria banya ditunjukkan foto-foto barang vang akan
dilelang tanpa menunjokkan fisik maupun tentang kondisi barangnya. Juga
tidak dijelaskan bahwa ates barang-barang tersebut masih ada hak-hak
negara berupa ben masuk, PPN dan PPH sebesar + Rp
50.000.000.000,- {lima puluh miliar rupiah) yang harus didshuluken
pembayarannya meskipun lelang dilakukan berdasarkan Pasal 45 KUHAP
dan telash masuk otoritas Pengadilan sebab hak-hak negara yang didahulukan
pembayarannya bersifat memalsa.

Gula yang akan dilelang tersebut merupakan gula pasir kristal untuk
konsursi yang tidak ada hubungannya dengan gula rafinasi. Untuk
melcloskan pemohon kasasi I sebagar peseria yang memiliki izin usaha gula
pabrik rafinasi, maka panitia lelang menentukan persyaratan lelang adalah
“memiliki  pabrik  gula  rafinasi™, jelas merupakan suatu bentuk
persekongkolan. Panitia juga menentukan harga Hmit yang sangat rendah
sehingga selisibh harga pasar dan nilai lelang pada saat lelang dilaksanskan

mencapal + Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupizh). Karens lelang
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hanya ditkuti oleh 2 (dua) peserta maka tidek mungkin diperoleh suatu harga
yang optimal.

s Pemohon kasasi Il telah memberi kesempatan kepada pemohon kasasi |
untuk memenangkan lelang dengan cara berhenti melakokan penawaran.

Berdasarkan periimbangan tersehut, ternyata putusan Judex Factie dalam
perkara ini tidak berteniangan dengan hukum dan/atay undang-undang, maka
permohonan kasasi veng diajukan oleh para pemohon tersebut harus ditolak
sehingpa Majelis Hakim MA memutuskan sebagal berikut:

1.  Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari pemohon kasssi/pemohon I'V.
Susanfo, SH. MH tersebut tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi/pemohon 1, 11, dan
UI: 1. PT Angels Products, PT Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy,
tersebut;

3. Menghukum para pemchon kasasi/para peroohon | sampai dengan I'V untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima

ratus ribu rupiah).

2. Perkara No. 177KPFU-L2007

Majelis Komisi Perkara No. 17/KPPU-1/2007 menvatakan bahws
Terlapor 1 The Manufacturers Lite Insurance Company (MLIC), Terlapor 11 PT
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia {AIMI), Terlapor III Kurator Ari Ahmad
Effendi, Terlapor IV International Finance Corporation (IFC), Terlapor V PT
Balai Lelang Batavia, Terlapor V1 PT Graha Karys Reksatama dan Terlapor VI
Peiabat Lelang Kusmartono Hdak terbukt melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1999,

Dalam perkara ini, dugsan pelanggaran yang dituduhkan kepada para
Terlapor adalah bahwa AJMI, MLIC, An Almad Effendi selaku Kurator PT
Dharmala Sakti Sejahtera (PT DSS) dan IFC bersepakat untuk menentukan MLIC
sebagai pemenang lelang; bahwa PT AIMI, MLIC, Kurator, dan IFC bersekongkol
dengan Pejabat Lelang dan PT Balai Lelang Batavia unuk memuluskan MLIC
sebagai pemenang lelang, dan bahwa AIMI, MLIC, Kurator, dan IFC bersekongkol
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dengan PT Graha Karya Reksatama dalam menentukan nilai saham yang dinilai tidak
wajar.

Dalam proses pemeriksaan pendahuluan, AJMI dan MLIC menyampaikan
Pembelaan Hukum dan Penegasan Sikap yang salah satu isinya membahas
mengenal Yurisdiksi KPPU untuk memeniksa perkara pelelangan saham. AJMI
dan MLIC menyatakan bahwa Pasal 22 U No. 3 Tahun 1999 tidak berlaku untuk
kasus ini karena ruang lingkup “tender” sudah sangat gamblang diberikan oleh
perjelasan resmi dari Pasal 22 sebagai kegiatan yang bersifat penawaran untuk
melakukan pembelian (procuremeni lender), dan bukannya penawaran untuk
melakukan penjualan (auction). Karena dalam perkara ini KPPU hanya
mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 22,

Eewenangan KPPU vang sanpat besar sebagaimana dismanatkan oleh UU
Ne. 5 Tahun 1999, seharusnya tidak membuoat KPPU boleh menciptakan
ketentuan hukum memunut versinya sendini dan menyimpang dari ketentuan yang
sudah diatur dalam UU No. 5§ Tahun 1999 beserta dengan penjelasan resminya.
Membuat ketentuan hukum adalah tugas lembaga legisiatif {dalam hal ini DPR-
RI}, dan sama sekali bukan kewenangan KPPU untuk melakukanoya.

Secara spesifik dan limitatif, Pasal 35 UU No. § Tahun 1999 mengatur
mengenal fugas KPPU, yang pada intinya adalah melakukan penilaian terbadap
perjanjian, kegiatan usaha, dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan
terjadinya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam melakukan
penilaian ini, jelas bahwa parameter atan ukuran yang dipakai usfuk menentukan
adanya monoptli atau persaingan usaha lidak schat adalab ketentuan UU No. §
Tahun 1999 beseria dengan pentelasan resminya. Pasal 36 LU No. 5 Tahun 1699
mengatuy puls kewenangan KPPU secara spesifik dan limitatif. Dari semus
kewenangan KPPU yang diatur dalam Pasal 36 huruf 2 sampai dengan huruf j,
tidak ada kewenangan KPPUJ untuk menciptakan norma atan ketentuan hukum
persaingan usaha sendiri vang menyimpang dari porma hukum vang sudah
ditetapkan secara tegas dan jelas dalam UU No. § Tahun 1999 beserta dengan

penjelasan resminya.
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Prof. Dr. Johannes Gupawan, 8H, LLM dalam pendapat hukumnya secara
tegas menyatakan bahwa terminologt “tender”™ dan “lelang™ dapat dipakat secara
bergantian {interchangeable) karena memiliki makna yang sama, namun demikian
istilah tender/lelang yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 UU No. 3 Tahun
1999 beserta dengan penjelasannya hanyalah mencakup tenderflelang yang
sifatnya pengadaan barangfjass {procurement) sebagaimana vang dimaksud dalam
Keppres 8072003 dan tidak mencakup tender/lelang untuk menjual barang/iasa
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menten Kevangan No. 337/KmK 0172000
schagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri  Keuangan No.
40/PMK..07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”,

Pendapat Prof. Johannes Guoawan ini adalah suatu pendapat vang valid
dan sesusi dengan tertib hukum vang berlaku di Indonesia, karena Undang-
undang No. 10/2004 tenteng Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Beserta Perataran Pelaksanazannya (UU No. 18/2004) bagian lampiran buruf I,
angka 149, mengatur bahwa penjelasan suatu peraturan perundangan berfungsi
sebagal tafsiran resmi pembentuk peraturan perundangan atas norma tertentu
dalam batang tubuh. Oleh karena ity, penjelasan terhadap ketentuan Pasal 22 UL
No. 5§ Tahun 1999 vanpg menjelaskan bahwa *Tender adalah penawaran
mengajukan harga untuk memberong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-
barang atan menyediakan jasa” adalash suvatu tafsiran yang resmi terhadap
terminologi “tender” sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999,
dan karena itu KPPU tidsk berwenang untuk melakukan tafsiran selain dan
tafsiran resmi yang telah diberikan oleh UU No. 3 Tahun 1999

Fakta hukum bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak berlaku untuk
lelang selain sudah secara tegas dinyatakan dalam Penielasan resminva, hal Hu
Juga dinyatakan pula dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan
Pengadilan Negeri Jakarta Sclatan dalam kasus penjualan saham dan convertible
bonds PT Indomobil Sukses Internasional, Thk (kasus Indomaobil).

Dalam  kasus Indomobil, Pengadilan Negeri Jakarta Barat lewat
pertimbangan hukum Putusannnya dalam Perkara No.
001/KPPU/PDT P/2002/PNIJKT BAR, menyatakan bahwa menurut penjelasan
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Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 vang merupakan penjelasan resmi sehingga
karenanya harus diikuti, maka tender adalah tawaran mengajukan harga untuk
memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan
jasa. Dengan mengacu pada penjelasan resmi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
maka jelaslah bahwa transaksi jual beli saham dan konversi obligasi Indomobil
tidak dapat digolongkan sebagal pengertian tender sebagaimana dimaksud oleh
UU No. § Tahun 1999,

Pengadian Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukum putusannya
No. 04/Pdt.KPPU/Z003/PN Jak Sel juga memberikan pendapat yang serupa, yaitu
bahwa penjualan tender atas sabam dan obligasi konversi PT Indomobil bukan
merupakan tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1599,
schingga KPPU scbagai lembaga vang diberi wewenang oleh UU No. § Tahun
1999 tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan maupun pemertksasn
adanya dugaan persekongkolan dalam pelaksapaan {ender penjualan lelang
tersebult.

Dari wraign diatas, maka AJMI dan MLIC menyatakan bahwa lelang
saham IS8 tidak termasuk dalam lingkup “tender™ sebagaimana diatur dalam
Pasal 22 Ul No. 5 Tahun 1999 beserta dengan penjelasan resminya, mengingat
“tender” dalam Pasal 22 hanya mencakup kegiatan penyediaan barang dan jasa
{procurement) atau melakukan penawaran unlok membeli dender to buy), dan
karenanya tidak dapat diberiaknkan untuk lelang yang nyata-nyata merupskan
kegiatan penawaran untuk menjual (tender fo sef?).gg

Dalam perkara ini, tidak ada keraguan dari Tim Pemeriksa untuk
melakukan pemeriksaan terhadap dupaan persekongkolan pelelangan 1804 lembar
saham PT Dharmala Sakti Sejahtcra yang ada di PT Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia karena pelelangan saham masuk dalam kewenangan KPPU sesuni
dengan Pedoman Pasal 22 UU No. § Tshun 1999, Pelelangan saham berarfi
adalah pengajuan tawaran harga untuk membeli saham, dan hal ity masuk dalam
cakupan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga Tim Pemeriksa tidak

" Dirangkum dari Pembelaan Hukum dan Kalirifikasi  AJMI dan MLIC yang
disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan Perkera No. 17/KPPU-L/2007 tanggal 22
Februari 2008,
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mempertimbangkan mengenat pendapat hukum yang disampatkan oleh AIMI dan
MLIC mengenai kewenangan KPPU dalem menangam perkara persekongkolan
pelelangan saham.

Pada Perkara No. 07/KPPU-L/2004, Majelis Komisi memperluas
pengertian tender menjadi tawaran mengajukan harga yang meliputi tawaran
untuk pembelian atauw tawaran untuk pengadaan suate bavang atau jasa dan
tawaran untuk penjualan suate barang atau jasa. Penulis berpendapat bahwa yang
dilakukan oleh Majelis Komisi sespai dengan tugas Komisi sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 33 huruf f yang menyatakan bahwa salah satu fugas
Komisi adalah menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU
No. 5 Tahun 1999. Pada saat penanganan perkara No. 07/KPPLU-L2004 tersebut,
KPPU belum menyusun Pedoman Pasal 22 UU No. 8 Tahun 1999,
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BAB1V
PEMBUKTIAN PERSEKONGKOLAN DALAM
PELELANGAN BERDASARKAN UU NO. 5§ TARUN 1999

Pasal 22 UU Neo. 5 Tahun 1999 berbunyi “Pelaku usaha dilarang
bersckongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang
tender schingga mengakibatkan persaingan usaha fidak schat”. Pasal 22 in
merupakan pasal yang menggunakan pendekatan hokum “rule ¢f reason” dimana
membutuhkan analisis mengenal akibat dari kegiatan vang terlarang vang
dilakukan oleh para Teriapor. Hal mi ditunjukkan dengan penggunaan kata
¥.....yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.”

Pendekatan “rule of reason” merupakan pendekatan yang digunakan oleh
tembaga otoritag persaingan usaha scbagal evaluast mengenal akibat pecanjian
atau keglatan usaha terientu. Pendekatan ini dipandang sebagal hukum sebab
akibat karena terfokus pada tindakan pelaku usaha, baik langsung maupun tidak
langsung vang berakibat merugikan pelaku usaha lain atau konsumen. '™

Ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbeda dengan pengaturan
tender ¢i beberapa negara yang mengutamakan pendekatan Per se [Hlegol, seperti
Amerika Senkat dan Jepang, scbagaimana diurzikan dalam Bab 11 tesis ini.
Artinya persekongkolan tender fidak ada hnbungannya dengan strukiur pasar
sechingga otoritas persaingan ussha fidak perlo melakukan analisis terhadap
kekuatan pasar karena dalam persekonghkolan tender tidak terdapat unsur pro-
persaingan.'®' Persekongkotan tender mengutamakan aspek perilaku berupa
kegiatan bersekongkol yang umumnya dilakukan tanpa bukti tertulis. Dalam
beberapa perkara yang telah diputus oleh KPPU, ada juga persekongkolan vang
dapat dibuktiken dengan adanya bukti tertulis berupa perjanpan kerja sama

" Didik J. Rachbing, “Undang-undang Praktik Menopeli” , Jumal Hokum Bisnis 19
{Mei—Juni 2002) ; 18
""" Anggraini, Larangan Praktit Moropoli, Op.Cit. him.365
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maupin email yang dibuat dalam rangka bersekongkel untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender. '

Konsekuensi logis dari pendekatan “rule of reason” yang dianut oleh
ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1992 menyebabkan KPPU mengalami
kesulitan untuk melakukan proses penyelidikan persekongkolan tender karena
KPPU harus membukiikan bahwa persckongkolan tersebut dapat mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat. Unsur tersebut dianggap sebagai proses pembukiian
yang berlebihan sehingga KPPU mengalami kesulitan dalam membuat putusan, 3

Dalam Pasal 22 UL No. 5 Tahun 1999 terdapat beberapa unsur yang harus
dibuktikan oleh Majelis Komisi sebagal bahan pertimbangan untuk mengambil
putusan. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. § Tahun 1999, Pasal 22 dibagi
menjadi 5 unsur, yaitu unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain,
unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, dan unsur mengakibatkan
persaingan ussha tidak sebat. Prakieknya, ada juga Majelis komisi yang membag(
Pasal 22 hanya merjadi 4 unsur, yaitts unsur pelaku usaha, unsur pihak lain, unsur
bersekongkol untuk menpator dan ataw menentukan pemenang tender, serta unsur
mengakibatkan persaingan uszha tidak sehat, Terkadang perilaku bersckongkol
dan mengatur dan atau mencntukan pemenang fender tidak dapat dipisahkan
karena merupakan suatu rangkaian kegiatas,

Dalam perkara No. 04/KPPU-L2005 Majelis Komisi tidak membuktikan
pemerruhan  unsur pelaku usaha dan pihak lain. Majelis Komisi hanya
membuktikan pemenuban unsur bersekongko! antuk mengatwr dan  atau
menentukan pemenang tender, dan unsur persaingan usaha tidak schat. Hal im
dilakukan karena menurut Majelis Komisi Perkara No. 04/KPPU-L/2005, unsur
terpenting dalam Pasal 22 adalah bersekongko! untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender, serta unsur persaingan usaha tidak sehat. Penulis

berpendapat bahwa dalam hal ini KPPU tidak konsisten dalam menguraikan unsur

2 pumsan Perkara KPPU No. 03/KPPU.L/2004 tenlang Dugaan Pelanggaran Undang-
Undang No. 5 Tehun 1999 yang dilakukan oleh PT Thames Fam Jayes, Putusan Perkara KPPU Ne.
6/EPPU-L/2066 tentang Perbaikan Bongsal di RSUD Pematang Siantar, Pigusan Perkars No.
GO PPU-1/2007 tentang Fender Pengadean Mesin Fogging 4i Bire Administrast Wilayah DEI
Jakarta.

" Angoeaini, Persekonghatan Penawaran Tender, OpCit, him. 15-18,
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Pasal 22 UV No. § Tahun 1999, Sesual dengan bunyi Pagal 22 UU No. 5 Tahun
1999 maka sudah sepatutnya Majelis Komisi menguratkan semua unsur yang
terdapat didalamnya, tanpa terkecuali.

Berbeda dengan perkara No. 177KPPU-1L/2007, dalam perkara ini, Majelis
Komisi membukiikan pemenuhan unsur Pasal 22 menjadi 4 unsur, yaite unswr
pelaku usaha, unsur pihak lain, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender, serta unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak
sehat.

Berikut penulis akan menjabarkan mengenal pemennban unsur Pagal 22
UU No. 5 Tahun 1999 dalam Perkara No, 04/KPPU-L/72008 dan Perkars No.
U7/KPPU-L/2007.

A. Pembuktian Perkara No. 04/KPPU-L/2605
Dalam Perkara No. 84/KPPU-L/72003 terdapat /nvestigator Statement yang

sudah membahkas mengenai pemenuhan wosur Pasal 22 UL No. 5 Tahun 1999

sebagat berikut:

i, Pasal 22 UU Nomor 3 Tabun 1999 menvatakan pelzku usaha dilarang
bersekongkol dengan pihak iain untuk mengatur dan atau menentukan
pemenang fender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak schat.

2. Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat divraikan kedalam unsur sebagai
berikut:  Pelaku  Usaba, Bersckongkol, Pihak Lain, Mengatur atay
Menentukan Pemenang Tender/Lelang, Persaingan Usaha Tidak Sehat,

3. Pelake usaba scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 UU Nomor 5
Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang
berbentuk badan hukum atau bukan badan hukumy yang didirikan dan
berkedudukan aten melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, batk sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelengparakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

4. Berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dan atau penyelidikan

dapat disampaikan sebagai berikut:

Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH UI, 200¢aiversitas Indonesia



.U‘I

64

PT Angels Products adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, menyelenggarakan berbagal kegiatan usaha dalam
hidang ekonomi dengan mengikuti lelang gula pasir kristal putih &
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,

PT Bina Muda Perkasa zdalah badan usaha yang berbentuk badan hukom
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegistan dalam wilayah
hukam Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha
dalam bidang ekonomi dengan mengikuti lelang guia pasir kristal putih di
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Sukamto Effendy adalah orang perorangan yang menyelenggarakan
berbapai kegiatan usaha dalam bidang ckonomi dengan melakukan
pendanaan terhadap kedua peseria lelang.

Susanfo, 8.H., MH., adaleh orang perorangan vang menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dengan menjadi Ketua
Panitia Lelang.

Dengan demikian unsur pelaku usaha telah terpenubi.

Bersckongkol adalah kerjasama yang dilekulan oleh pelaku usaha deagan
pihak lain satas inisiatif sigpapun dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender/lelang tertentu..

Bahwa berdasarkan f{akia yang didapat sclama pemeriksaan dapat
disampaikan sebagai berikut:

Susanto, S.H., MH, scbagal ketua panitia lelang sengaja membuat
persyaratan lelang yang mengatur bahwa yang menjadi peserta lelang adalab
perusshaan yang memiliki {jin usaha pabrik gula atau industii gula rafingsi
gula, schingga persyaratan ini mengarah kepada:

PT Bina Muda Perkasa, karena PT Bina Muda Perkasa adalah sebuah
perusahaan yang telah mempunyai ijin usaha pabrik gula meskipun
perusahaan ini tidak pernah melakekan usaha dibidang usaha pabrik gula.
Pl Angels Products, karena PT Angels Products adalah perusahaan yang

bergerak di industri gula dan mempunyai pabrik rafinasi gula,
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Pengumuman lelang vang hanya dilzkokan di harian Iokal dan kewajiban
menyetor uang jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar
rupiah} hanya dalam waktu 2 (due) hari keria menunjukan bahwa pamifia
lelang sengaja mengarahkan hanya pada perusahaan tertentu yakmi PT
Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa.

Dengan demikian unsur bersekongkol telah terpenuhi.

Pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender/lelang vang
melakukan persekongkolan tender baik pelaku vsaha sebagai peserta tender
dan subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

Berdasarkan fakta yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan
sebagai berikut,

Susanto, S.H., M. sebagai Ketua Panitia Lelang.

Sukamio Effendy sebagai pihak vang ikut mendanai peserts felang.

PT Balai Mandiri Prasarana sebagai pelaksana pralelang adalah pibak yang
mengurus jalannya proses lelang sebelum pelaksanaan lelang,

Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2EN) Jakarta [I sebagai
pihak yang menetapkan hari dan tanggal lelang,

PT Mavira Apprisindo Ulama sebagai peneliti dan penilal barang bukii gula
pasir keistal putih,

Dinas Perindustrian dan Perdagangan DK Jakarta sebagai penilai barang
bukti gula pasir kristal putih.

Bahwa dengan demikian unsur pihak lain telah terpenuhi.

Mengatur dao stau menentukan pemenang tenderflelang adalah suatu
perbuatan para pihak yang terlibat dakun proses tenderlelang secara
bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain
sebagai pesaingnys dan atau untuk memenangkan peserte tender/lelang
tertentu dengan berbagai cara.

Berdasarkan fakia yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan
sehagai berikut
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Pemenuban prosedur lelang dalam hal penetapan hari/tanggal lelang,
penelitian dan penilaian barang vang akan dilelang dilakukan hanyaz dalam
wakto 1 (satu) hari, yakni tanggal 28 Desember 2004,

Persyaratan lelang yang mengatur balwa vang menjadi peserta Jelang adalah
perusahaan yang memiliki 1jin usaha pabrik gula atau mdestri gula rafinasi
gula adalah persvaratan yang mengarah kepada 2 (dua) perusahaan peseria
felang,

Dengan  demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang
tender/lelang telah terpenuhi.

Unsur persaingan usaba tidak sehat adalah persaingan anmtar pelaku usaha
dalam menialankan kegiatan produksi dan atau pemasaran burang dan atau
jasa vang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghantbat persaingan.

Berdasarkan fakia yang didapat selama pemeriksaan dapat disampaikan
sebagai berikut

Panitia secara sengaja mengurangi terjadinya persaingan dalam lelang
sehingga meloloskan PT Angels Products sebagal pemenang dengan cara
persyaratan menvetor uang laminan Rp. 50.000.000.000 (ime puluh miliar
rupiah) dalam 2 {dua} han kerja dan memasang pengumuman lelang di
harian loksl.

Tindakan Panitia tersebut mengakibatkan berkurangnya persaingan schingga
hanya sedikit perusahaan yang mengetahui atau mampu memenuhi
persyaratan tersebut.

Dengan demikian unsur persaingan usaha tidak schat terpenubi

Terhadsp analisis unsur dalam /nvestigator stafement tersebut, PT Angels

Products menyampaiken tanggapannya sebagai berikut:

L.

Asas Pembuktian.
Pada Pasal 42 UU No.5 Tahun 1999 disebutkan bahwa alat-alat bukti
pemeriksaan Komisi berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau

dokumen, petunjuk, dan keterangan pelakn usaha,
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Di dalam UU No.5 Tahun 1999 memang tidak dinyatakan secara tegas
mengenai sistem pembuktian yang dipakat untuk menyatakan adanya suata
pelanggaran pasal-pasal yang terdapat dalam UL No.5 Tahun 1999, namuon
mengingat UU No, 3 Tahun 1999 termasuk dalam khazanah hukum publik,
dan alat-alat bukt vang diatur dalam Ul No.§ Tahun 1999 tidak jauh
berbeda dengan alat bukti vang diatur dalam UU MNo.8 Tahun 1981 Tentang
Hukum Acara Pidang, vang menganut "Negatief Wentelijk Bewifs Theorie",
maka UU No. § Tahun '1999 juga menganut sistern pembuktian "Negatief
Wettelitk Bewifs Theorie", Hal ini juga didukung dengen adanya pemyataan
Tim Investigator yang menyatakan PT Angels Products telah secara sah dan
meyakinkan_melanggar Pasat 22 UU No.3 Tahun 1999 Dengan adanya
prasyaratan secara $sh den meyakinkan, maka sudab pasti kesimpulan
tersebut harus diperoleh melalui suatu pembuktian yang didasarkan alat-alat
bukti yang sah dengan didukung keyakinan bahwa telah tegjadi suatu
pelanggaran UU No.5 Tahua 1999 dan bahwa PT Angels Products telah
bersalah relakukan perbuatan tersebut.

Lelang Barang Bukti Gula Pasir Kristal Putibh yang dimenangkan oleh PT
Angels Products bukanlah suatu tender karepa lelang yang diikati oleh PT
Bina Muda Perkasa adalah lelang cksckusi yang didasari oleh adanya
Penetapan Pengadilan sesuai dengan Pasal 45 KUHAP.

Pada Pasal 22 UUJ No.5 Tahun 1999 dinvatakan sebagai berikut: "Pelaku
Usaha dilarang bersekongkol dengan piliak lain untuk mengatur dan atay
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”,

Pengertian tender mesurut UU No.5 Tahun 1999 ialsh tawaran mengajukan
harga untuk memborong suatu pekerjsan, untuk mengadaan barang-barang,
atan umtuk menyediakan jasa, sedangkan pengertian lelang menurat
Keputusan Menteri Keuangan RI No. I04/KMK.01/2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Lelang ialah penjualan barang vang terbuka untuk umum baik

secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran
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harga secara lisan atay tertulis yang didahulut dengan usaha mengumpulkan
peminat,

Berdasarkan uraian tersebut, jangkavan penerapan Pasal 22 U No.5 Tahun
1999 talah adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha
dalam suatu tender. Mengingat tender dan lelang adalah suatu perbuatan
hukum yang berbeda dan oleh karenanya memiliki pengaturan berbeda pula,
maka adalah salsh dan sangat tidak tepat apabila menerapkan Pasal 22 UU
No.5 Tahun 1999 ferhadap lelang barang bukii gula pasir kristal putth, yang
dilaksanaken berdasackan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Utara sesual Pasal 45 UU No.8 Tahun 1981,

Lelang Barang Bukti Gula Pasir Kristal Putih adalah avatu perbuatan vang
dikecualikan dalam UU No.5 Tahun 1999 sesuai dengan Pasal 30 hwuf 2
UU No.5 Tahun 1999, Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999 meayatakan
bahwa Perbuatan atau Perjaniian yang bertujuan melakukan peraturan
peundang-undangan yang berlaku adalah termasuk yang dikecualikan dari
keteptuan UU No.5 Tahun 1999, sehingga perbuatan hukem pelelangan
barang bukti gula pasir kristal putih dalam perkara Terdalkwa Dirs. H. Abdul
Waris Halid dilekukan oleh panitia lelang dengan  tojuan  ontuk
melaksanakan pasal 45 UU No.B Tahun 1981, oleh karena itu lelang tersebut
termasuk  dalam  perbuatan  yang  beriujuan  melaksanskan  peratoras
perundang-undangan vang beriaku Dengan  demikian, maka pelelangan
barang buktl gula pasir knistal putth adelah perbuatan yang dikecualikan
dari ketentuan Ul No.3 Tahun 1999, sehingga tidak tepat untuk menerapkan
Pasgal 22 UU No.5 Tahun 1999 dalam lelang barang bukii gula pasir kristal
putih.

Tentang unsur bersekongkol yang diuraikan dalam Iavestigator Statement
adalah analisis yang sangat keliru dan merppakan kesalahan yang paling
fatal yang dilakukan oleh Tim Investigator dalam membuat kesimpulan
dalam perkara ini.

Tim Investigator banyalsh menppgunakan asumsinyae bahws dengan

dibuatnya sysrat untuk menjadi peserta lelang adalah perusshaan vang
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memiliki }jin pabrik gula atau industrdi guola refinasi gula, sehingga
persyaratan terssbut sengaja dibuat untuk mengarahkan PT Angels Products
sebagai peserta lelang hanva karena PT Angels Products adalah perusahsan
vang bergerak di bidang industri gula atau memiliki pabrik rafinasi gula.
Persyaratan-persyaratan untuk menjadi peserta lelang adalab kewenangan
dari panitia lelang, dan PT Angels Products merasa dapat memenuhi
persyaratan tersebut. Atas dasar hal rulah maka PT Angels Products
berkeinginan untuk mengikutt lelang,

Tim Investigator yang menyatakan Panitia lelang telah sengaja membuat
persyaratan untuk menjadi peserta lelang aalah memiliki usaha rafinasi gula
atan memiliki usaha pabrik gula, sehingga persyaratan tersebut mengarah
kepada PT Angels Produects adalah analisis yang sangat fidak berdasar
hukum.

Perbuatan panitia lelang yang membuat pengumurman lfelang di harian lokal
bukanlah svatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, dan oleh
karenanya adalah sangat tidak berdasar apabila Tim Investigator
menyimpulkan perbuatan panitia lelang tersebut sengaja mengarahkan
kepada PT Angels Products untuk menjadi peserta lelang.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur “bersekongkol” iidak
terpenuhi.

Tentang unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender, elemen
adanya perbuatan "kerjasama" antara PT Angels Products, terkait dengan
pihak panitia lelang maupun peserts lelang lainnya tidak terbukti, sehingga
pada akhirya unsur bersekongkol tidak terpenvhi, meka sudah secara
otomalis unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender/lelang tidak
terpenuhi.

Tentang unsur persamgen usaha tidak sehat, PT Angels Products telah
berusaha memenuhi segala kewajiban yang dipersyaratkan oleh negara,
Tidak ada satu pun perbuatan melawan hukoem yang dilakukan oleh PT
Angels Products terkait dengan proses lelang barang bukti gula pasir kristal
putih. PT Angels Products tidak melakukan suatu perbuatan dengan cara
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tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha
schagaimans yang diatur dalam Pasal | angka 6 UU No. 5 Tahun 1999,
sehingga sangatlah jelas bahwa unsur persaingan usaha tidak sehat tidak
terpenuhl. Pernyataan investigator yang menyatakan unsur persaingan usaha
tidak sehat terpenuhi adalah sangat tidak berdasar hukum, dan oleh
karenanya harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Komisi.

Terhadap analisis unsur dalam investipator statemen, PT Bina Muda

Perkasa menyampaikan tanggapannya sebagai benkut:

1. Butir | sampai dengan butir 7 tenggapan PT Bina Muda Perkasa adalah
sama dengan tanggapan yvang disampatkan oleh PT Angels Products,
schingga Penulis mengulang kemball tanggapan tersebut.

2.  Tentang unsur bersckongke!l dimana Tim Investigator menyatakan unsur
bersekongko!l telah torpenuhi adalah enalisis yang sanpgat kelirn dan
merupakan kesalahan yang paling fatal dalam membuat kesimpulan dalam
perkara ini. Tim Investigator hanya mengguoakan asumsinya dalam
menyusun [nvestigator Statemeni, dimana hal tersebut sangat dihindari
dalam proses penegakan hukom terutama dibidang hukom publik.

3. Tentang unsur mengatur dan atau meneniukan pemenang tender, karena
unsur bersekongkol dimana elemen adanya perbuatan “kerjasama” antara PT
Bina Muda Perkasa terkait dengan pihak panitia lelang maupun peserta
lelang lainnya tidak terbukti sehingga pada akbirnya unsur bersckongkol
juga tidak terpenuhi, maka adalah sangat berdasar hukum untuk menvatakan
bahwsa unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender/lelang tidak
terpenubi.

4. Tentang unsur persaingan usaha tidak sehat, PT Bina Muda Perkasa tidak
melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak
sehat dan oleh karenanya unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenubi.

Terhadap favestigwior Stwement, Sukamto Effendy menyvampaikan
tanggapannya sebagai berikut;

I.  Sukamto Effendy bukanlah salah satu pihak yang menjadi peserta lelang
dalam lelang gula pasir kristal putth vang dimenangkan oleh PT Angels
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Products, oleh karena itu Sukamio Effendy tidak melakukan suaty perbuatan
persekongkolan dengan pihak panitia lelang maupun para peserta lelang.

2. Ketidakhadiran sescorang dalam suatu proses pemeriksaaan tidak dapat
dijadikan dasar yang membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan
suatu perbuatan, Ketidakhadiran Sukamto Effendy dalam pemeriksasn &
KPPU RI tidak dapat diladikan dasar untuk membuktikan bahwa Sukamto
Effendy telah melakukan perbuatan persekongkolan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

3. Ketidakhadiran Sukamio Effendy dalam proses pemerniksaan di KPPU Ri
tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Sukamto Effendy ferbukti
secara sab dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU NoS Tzhun 1999
tentang Larengan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Terhadap Investigator Statemerd, Susanto SH, MH tidak menyampaikan
tanggapannya sehingga Majelis Komisi sudah dapat mengambil putusan dengan
mempertimbangkan Inwvestigator Stafement dan tanggapan dari para Terlapor.

Dalam Perkara No. 04/KPPU-L/2005 ini Majelis Komisi hanya membahas

pemenuban unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang

tender serta unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut;

1. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan atan Menentukan Pemenang
Tender.

a. Panitia memfasilitasi PT Angels Products untuk mengikuti lelang dergan cara
membuat persyaratan lelang yaitu perusahaan yang dapat mengikuti lelang
disamping Importir Terdaftar adalah juga perusahan yang memiliki ijin pabrik
gula rafinasi, dimana PT Angels Products adalab memiliki ijin usaha pabrik
gula rafinasi. Sedangkan gula vang akan dilelang adalah gula untuk konsumsi
dan bukan gula urduk dirafinasi.

b. Panitia mengumumkan lelang tersebut hanya pada harian lokal di Jakarta,
sehingga lelang hanya diikuti oleh jumlah pelaku usaha yang terbatas yaite PT
Angels Products dan PT Bina Muda Perkasa.
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. Penyelenggaraan lelang termasuk Aamwijzing atau open house dilaksanakan
dalam waktu yang sangat terbatas yaitu haoya efektif 2 (dua) hari kerja
sehingga tidak memberikan wakiu yang cukup bagi banyak pelaku usaha
untuk dapat mengikuti lelang.

. Persyaratan untuk membayar jaminan sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh
miliar rupiah) dalam waktu yang sangat terbatas vaitu 2 (dua) hari kegja
sehingea hanya pelaku vsaha yang sudah menyiapkan dirinya untuk mengikuti
lelang sebelum diumumbkanlah yang dapat mementhinya.

. Persekongkolan atau kerjasama antara peseria lelang untuk menciptakan
persaingan semu yaitu PT Angels Products bekerjasama dengan Sukamto
Effendy untuk mengikuti lelang, setidaknya dalam bentuk pendanaan, padahal
Sukamto Effendy terasosiasi dengan PT Bina Muda Perkaga.

. Unsor Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

. Ketidakpatutan atau ketidakowajaran scbagai bagian dari unsur perbuatan
melawan hukum yaitu:

Panitia membuat persyaratan bahwa peserta lelang memiliki ifin usaba pabrik
guls rafinasi,

Panitis mengumumkan lelang di harian [okal.

Panitia membuat persyaraian kewajiban peseria untuk menyeior vang jaminan
sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar) delam waktu efektif 2 {(dua)
hari kerja,

Panitia menentukan harga imit vang terlalu rendah.

Open house dilakukan hanya dengan memperlibatkan foto-foto barang saja
tanpa memperlihatken fisik barang, pedahal barang yang akan dilelang
jumizhnya sangat besar,

Peserta lelang hanya diikuti oleb 2 {dua) perusahaan,

Panitia melaksanakan lefang pada saat-saat hari-hari ibur natal dan tahun baru

dimana banyak orang masih merayakannya,
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¢ Panitia tidak berusaha menjelaskan bahwa status barang vang akan dilelang
adalah sebagai barang bukti perkara pidana dan juga sebagai barang beslaag
Bea Cukai yang masih memiliki kewajiban-kewajiban kepada negara.

» Pemenang bersedia untuk menambah harga gula berdasarkan kesepakatan
dengan Kejaksaan Agung Tindak Pidana Khusus.

b. Terhambatnya persaingan, vaitu:

» Panitia hanya memberikan waktu 2 (dua) hari kerja bagl para peserta untuk
memenuhi segala persyaratan lelang termassk membayar uang jamican
sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) serfa mengumumkan di
harian lokal sehingga hanya 2 (dua) perusabaan yang depat mengikut iclang.

s  Dengan hanya 2 {dua} perusahaan vang mengikudl lelang maka tujuan vtama
dari lelang untuk mendapatkan harga yaog optimal tidak tercapai.

Pemenuvhan unsur yang dilakukan oleh Majelis Komisi memang berbeda
dengan pemenuban unsur di perkara-perkara persckonghkolan tender lain yang
pemzh dilangani oleh KPPUL'Y Dalam putusan ini Majelis Hakim tidak
menguraikan unsur pelaku usabs dan pihak lain. Hal ini jugs yang akhimyva
meniadi pokok-pokok keberatan yang disampaikan oleh PT Angels Products, PT
Bina Muda Perkasa, dan Sukamto Effendy baik dalam upays keberatan ke
Pengadilan Negeri maupun upaya Kasasi ke Mahkamah Agung.'%

Dalam menanggapi pokok-pokok keberatan dari para Pemohon mengenai
pemenuvhan unsur pelaku usaha dan pibak lain, KPPU memberikan jawaban
bahwa intt dari Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah adanya unsur kegiatan
persekongkolan, mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, yang dapat
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam putusannya, Majelis Komisi
membuktikan adanya keglatan persekongkolan, mengatur atan menentukan
pemenang lelang, yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

"% Semua putusan KPPU mengenai persekongkolan terder selaly menguraikan unsur
pelaku usaha dan gihak lain

' Putusan Punpaditan Negeri Takanta Selatan No, 04/Pdt.KPPU/20GS/PN Juk.Sel dan
Putusan Mahkamuh Agung Republik Indonesia No, 04 R/KPPUZGDE.
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Apabila dicermati dalam Investigator Statement, Tim Investigator justru
telah menguraikan semua unsur-unsur dalam Pasal 22 tersebut, yaitu unsur pelaku
usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan atau menentukan pemenang lelang,
dan mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Namun dalam
pertimbangan hukumnya, Majelis Komisi justru tidak menguraikan pemenuhan
unsur pelaku usaha dan pihak lain meskipun kedua unsur tersebut secara tersirat
telah diuraikan melalui unsur penting dalam Pasal 22 UU No. Tahun 1999 yaitu
bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender serta unsur
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini menunjukkan bahwa KPPU
tidak konsisten dalam menguraikan unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 22 JU No. 5 Tahun 1999 masuk dalam ruang lingkup kegiatan yang
dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999. Tindakan persekongkolan (conspiracy)
dalam hukum persaingan termasuk dalam kategori l:uerjanjian.106 Pada hakekatnya,
perjanjian terdiri dari dua macam, pertama, perjanjian yang dinyatakan secara
jelas (express agreement), biasanya tertuang dalam bentuk tertulis, sehingga
relatif lebth mudah dalam proses pembuktiannya. Kedua, perjanjian tidak
langsung (implied agreement), biasanya berbentuk lisan atau kesepakatan-
kesepakatan. Penulis berpendapat bahwa meskipun ruang lingkup Pasal 22 UU
No. 5 Tahun 1999 adalah mengenai kegiatan yang dilarang, namun tindakan
persekongkolannya adalah merupakan bentuk perjanjian. Dalam pembuktian Pasal
22 UU No. 5 Tahun 1999 unsur perjanjian tidak pernah diuraikan secara tersurat,
karena penjabarannya masuk ke dalam unsur bersekongkol untuk mengatur dan
atau menentukan pemenang tender.

Penulis berpendapat bahwa terdapatnya kata ”.....sehingga mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat” dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah
terlalu berlebihan, karena setiap tindakan bersekongkol untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sudah pasti akan meniadakan persaingan. Akan
lebih mudah bagi KPPU apabila bunyi Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 hanya
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau

menentukan pemenang tender.”

1% Anggraini, Larangan Prakiek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Loc. Cit
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B. Pembuktian Perkara No. 17/KPPU-L/2007

Perkara No. 17/KPPU-L/2007 adalah mengenai dugaan persekongkolan
dalam pelelangan saham PT Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) yang ada di PT
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Dalam perkara ini, dugaan
persekongkolan dalam lelang saham tetap menjadi kewenangan KPPU untuk
memeriksanya sesuai dengan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan'’” Perkara No. 17/KPPU-
1./2007 yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa kepada para Terlapor dan Majelis
Komisi, Tim Pemeriksa berkesimpulan tidak ditemukan bukti kuat telah terjadi
persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang atas 1800
lembar saham atau setara dengan 40% saham DSS vang ada di AJMI, yang
dilakukan oleh Manufacturers Life Insurance Company, AJMI, Kurator Ari
Ahmad Effendi, International Finance Cooperation (IFC), PT Balai Lelang
Batavia, PT Graha Karya Reksatama dan Kusmartono sebagai Pejabat Lelang.
Atas LHPL tersebut maka seluruh terlapor kecuali IFC, menyatakan sepakat dan
tidak menyampaikan tanggapan.

Pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Komisi terhadap LHPL dan
tanggapan dari [FC adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat bahwa IFC
(Terlapor IV) adalah suatu organisasi internasional yang berkantor pusat di
Washington DC, didirikan berdasarkan Articles of Agreement of
International Finance Corporation, The United Nations Convention of The
Privileges and Immunities of the Specialized Agencies yang disetujui oleh
General Assembly of The United Nation pada 21 November 1947, Indonesia
masuk sebagai anggota IFC dengan meratifikasi konvensi tersebut dalam
Undang-undang No. 26 Tahun 1956 tentang Keanggotaan Republik
Indonesia pada Badan Keuangan Internasional, yang bertujuan untuk
membantu pembangunan perekonomian dengan cara mendorong investasi di

perusahaan-perusahaan swasta.

107 Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Perkara No. | 7/KPPU-L/2007 tanggal
29 Februari 2007.
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Tanggapan IFC terhadap LHPL adalah bahwa IFC mempunyai hak-hak
istimewa dan immunitas dalam Pasal VI, bagian 3 IFC Articles of
Agreement — yang dengan tegas melindungl IFC (Terlapor 1V) dar
panggilan dan permintaan akan dokumen oleh KPPU. Hak-hak istimewa dan
immunitas ini adalash hak-hak istimewa dan immunitas yang telah disetujui
oleh Republik Indonesia dalam perianiian internasional dan dilamin dengan
perundang-undangan nasional.

IFC menikmati hak-hak istimewa dan immunitas yang luas. Hak-hak
istimewa dan immunitas diberikan oleh Articles of Agreement antara negara
anggota IFC dan United Nations Convention on the Privileges and
hnmunities of the Speciolized Agencies mencakup hal-hal berikut ini:

Arsip IFC dan “"semua dokumen yang dimiliki mereka atau yang dipegang
mereka” tidak dapat diganggu-gugal,

Milik dan asset IFC kebal dari "perneriksaan, pengambil-alihan, sitaan, {dan)
ckspropriasi” dan kebal dari semua proses hukum dan campur tangan dalam
bentuk fain, baik dengan tindaskan oleh “eksekutif, administratif, judisial atau
legisiatif dalam wilayah Indonesia.

Semua pejabat dan karyawan IFC “kebal dari proses hukum mengenai
perbuatan vang mereka lakukan dalam kedudukan resmi mercka®,

IFC kebal dari "tindakan” yang "dilakukan oleh angpota ateu orang yang
bertindak untuk ateu mempunyai tuntutan yang berasal dagi anggota®.
Majelis Komisi berpendapat IFC (Tedlapor TV) adalah suatu organisasi
internasional yang berkantor pusat di Washington DC, didirikan berdasarkan
Adrticles of Agreement of International Finance Corporation, The United
Nations Convention of The Privileges and Immunitizs of the Specialized
Agencies yang disetujui oleh General Assembly of The United Nation pada
21 November 1947,

Indonesia masuk scbagal anggota IFC melalui Undang-undang No. 26
Tahun 1936 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada Badan Kevangan

Imternasional,
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Dalam perkara a quo, IFC tercatat sebagai salah satu pemegang sabam di
AIMI, mempunyai hak suara dalam menentukan kebyjakan perusahaan dan
susunan Direksi serts secara langsong ikut menikmati keunfungan atau
menanggung kerugian atas kegiatan usaha vang dilakukan AIML
Majelis Komisi berpendapat IFC dapat diperiksa oleh yurisdiksi yang
berkompeten di wilayah dimana IFC memiliki kantor berdasarkan article 6
section 3 dalam Articies of Agreement of International Finance Corporation,
The United Nations Convention of The Privileges and Immunities of the
Specialized Agencies.
Majelis Komisi berpendapat IFC adalah suatu lembaga mirlaba namun pada
saat JTFC melakukan penyertaan saham atau penyertaan modal di Indonesia
maka IFC telsh melakukan kegiaten usaha sebagaimana dimaksud dalam
Ul No. 5 Tahun 1999,
Dengan demikian, Majelis Komist berkesimpulan bahwa KPPU memiliki
yurisdiksi terhadap IFC dalam perkara @ guo

Setelah memperiimbangkan LHPL dan tanggapan dari Terlapor, Majelis

Komisi perkara No. 17KPPU-L/2007 menyatakan bahwa Terlapor I The
Manufacturers Life Tnsurance Company, Terlapor II PT Asuransi Jiwe Manulife

Indonesia, Terdapor Y Kurafor An Ahmad BEftendi, Terlapor [V Infecnational

Finance Corporation, Terlapor V PT Balai [Lelang Batavia, Terlapor VI PT Graha

Karya Reksatama dan Terlapor VI Pejabat Lelang Kusmartono tidak terbukii

melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1899,

Putusan tersebut digmbil dengan memperiimbangkan pemenuhan unsur

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:
i. Unsur Pelaku Usaha
a. Pelaku usaha dalam Pasal 1 angks 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

adalah orang perorangan atau badan uscha, baitk yong berbewtnk badan
hukum atau bukan bedan hukum yang didirikan dan berkedudukan aiau
melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, buik
sendivi  maupun  bersamo-sama  melalui  perjanfian, menyvelenggarakan

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekononmi,
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. Dalam perkara ini yang dimaksud pelakn usaha adalah MLIC (Terlaper 1),
PT AIMI (Terlapor 10}, IFC {Terlapor TV}, PT Balai Lelang Batavia (Terlapor
V), dan PT Grehz Karva Reksatama (Terlapor VI, yang identitasnya
disebutkan dalamn bagian Tentang Huokum butir 1.1 putusan ini.

. Dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.

. Unsur Pihak Lain

. Pihak lain adalab para pihak yang terlibat dalam proses tender yang
melakukan persekongkolan teader baik pelaku usaha schagai peserta tender
dan atau subjek hukum laimnya yaog terkait dengan tender tersebut.

. Ari Ahmad Effendi (Terlapor HI) dan Kusmartong (Terlapor VII) adalah
pihak lain yang terlibat dalam proses tender.

. Dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi.

. Unsur Bersckongko! unfuk meungatur dan atau menentukan pemenang
tender

. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang
dunaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku
usaha dengan pihak lain ates inisiatif siapapun dan dengan eara apapun
dolam upgya memenangkan peserta lender (ertentu.

. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Neomor § Tahun 1999 yang
dimaksud dengan tender adalah fawaran mengajukan harga untuk memborong
suatu pekerjsan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan
jasa,

. Dalam Pedoman Passl 22 UU Ne. 5 Tahun 1999, cakupan dasar penerapan
pasal 22 UL Ne. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga
yang dapat dilakukan melalul tender terbuka, tender terbatas, pelelangan
umum, dan pelelangan terbatas.

. Pelelangan szham PT DBS yang ada di AJMI sdalah pelelangan umum
sehingga termasuk dalam ruang lingkup yang dapat diperiksa berdasarkan UU
No. 5 Tahun 1999,
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. Dengan demikian KPPU memiliki yurisdiksi untuk memeriksa perkara a guo.
Lelang telah diumumkan secara terbuka melslui Haran Umum Suvara
Pembaruan pada tanggal 17 Oktober 2000, Setelah lelang diumumkan, hanya
ada | {saty) calon peseria yang mendafiar dan membayar vang jaminan yaitu
MLIC. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesiza  Nomor
3I3T/KMK 172000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak menyebutkan
secara ehsplisit mengenai jumlah minimal peserta lelang, Secara @ conirario,
karena jumlah minimal peserta lelang tidak diatur maka lelang yang hanya
diikuti oleb 1 (satu) peserta tidak menyalabi anwan dalam Keputusan Menteri
tersebut.

. Pasgal 50 Undang-Undang No. 1 Tahup 1995 tentang Perseroan Terbatas
menyebutkan: “Dalam gnggaran dasar dopat diatur ketentuan pembatasan
pemindahan hok atas saham yaitu: {a} Kehorusan menavarkan ferlebih
dubutu kepada kelompok pemegang saham fertentu atou pemegang scham
lainaya; dan ataw (b)) Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu
dari ergan persergan”.

. Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar ATMI menyatakan “Penjualan dan pemindahan
hak atas saham hanya diperbolehkan kepada parg pemegang ssham lainnya
atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak vang berwenang™.

Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar AJMI menyatakan “Pemegang saham yang
hendak menjual ssham harus menawarkan secara tertulis terlebih dahulu
kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran
tersebut hacga dan persyaratan perjualan tersebut dan memberitahukan kepada
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

Art Ahmad Effendi meminta persetujuan kepada MLIC dan IFC selsku
pemegang saham AJMI untok melakukan lelang atss saham PT DSS di AIML
. Selain menyetujui untuk menjual spham PT DSS di AIMI melalui Ielang,
MLIC dan IFC selaku pemepgang sabam AJMI juga menyemjui untuk menjual
saham tersebut kepada MLIC atan kepada perseroan lain yang berkaitan
dengan MLIC. Tindakan MLIC dan IFC menyetujui hal-hal tersebut adalah
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bentuk pre-emptive right scbagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 3 dan 4
Anggaran Dasar AJMI.

I Majelis Komisi sependapat dengan penerapan bentuk pre-emptive right di
atas,

m. Majelis Komisi menilai tindakan Kurator memmjuk PT Balat Lelang Bstavia
sebagai penyelenggara jasa pra lelang, tindakan Kusmartono sebagai Pejabat
Lelang dalam melaksanakan lelang, dan tindakan PT Balai Lelang Batavia
dalam melaksanakan jasa pra lelang adalah bukan dalam rangka meluluskan
MLIC sebagai pemenang lelang.

n. Majelis Komisi juga menilai tindakan PT Graba Karya Reksatama dalam
menentukan nilai saham adalah bukan dalam rangka mengatur MLIC sebagai
pemenang lelang,

o. Dengan demikian, tindakan tersebut bukan merupakan bentuk persekongkolan
yvang dilakukan unful memenangkan MLIC dalam lelang saham PT DSS di
AJMI, sehingga unsur bersckongkol untuk mengatur dan atau menentukan

pemenang tender, tidak terpenuhi.

4. Unsur Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
a. Harga lelang yang dimenangkan oleh MILC lebih tinggt dar harga vang
ditaksir oleh PT Graha Karya Reksatama.
b. Tidak ada pihak vang keberatan terhadap lelang yang hanya ditkuti satu
peserta saja sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,
¢. Dengan demikian, unsur mengakibatkan tegjadinya persaingan usaha tidak
sehat, tidak terpenuhi
Dalam putusannya, KPPU menyatakan para Terlapor dalam Perkara No.
FZKPPU-L/2007 tidak bersalah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. § Tahun
1999 sehingga para Terlapor mencrima Putusan KPPU tersebut dan tidak
melakukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Dalam perkara No.
1FKPPU-L/2007 ini Majelis Komist menyimpulkan bahwa KPPU berwenang

menangant perkara persckongkolan lelang, namun dalam pelelangan sabam
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PT DSS di AJMI tersebut tidak terdapat persekongkolan untuk mengatur dan atau
memenangkan MLIC.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik persekongkolan dalam tender dilarang berdasarkan ketentuan Pasal
22 No. 5 Tahun 1999 karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan
bertentangan dengan tujuan pelaksanaan tender yaitu memberi kesempatan yang
sama kepada pelaku usaha dalam bentuk penawaran harga yang bersaing sehingga
pengguna barang atau jasa dapat bersaing dalam kualitas barang atau jasa tersebut.
Di Indonesia, praktik persaingan usaha tidak sehat terjadi dalam berbagai kegiatan
bisnis, seperti praktik persekongkolan perusahaan tertentu untuk memenangkan
tender, baik tender pengadaan barang dan jasa maupun tender pemjualan atau
lelang barang di lembaga atau instansi pemerintah, maupun lelang di perusahaan
swasta.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana diuraikan dalam
bab-bab terdahulu, penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. KPPU berwenang menangani perkara persekongkolan lelang. Hal ini sesuai

dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa

pengertian tender mencakup tawaran harga untuk mengajukan harga untuk:

a. Memborong atau melaksanakan suatu pekerjaan.
b.  Mengadakan barang dan atau jasa.

Membeli suatu barang dan atau jasa.
d.  Menjual suatu barang dan atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan Pasal 22 UU
No. 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan harga yang dapat
dilakukan melalui:
Tender terbuka,

b.  Tender terbatas,

¢.  Pelelangan umum, dan
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Pelelangan terbatas.

Berdasarkan cakupan dasar tersebut, maka pemilihan langsung dan
penunjukan langsang vang merupakan bagian darl proses tender/lelang juga
tercakup dalam penerapan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Dari kesimpulan tersebuf, maka KPPU sudah tepat dalam menangani
Perkara Mo C4/KPPU-L/200S entang Pelelangan Gula llegal vang
dimenangkan oleh PT Angels Produets, dan Perkara No, 17/KPPU-L72007
tentang Pelelangan Saham PT Dharmala Sakti Sejahters yang ada di PT
Asuranst Jiwa Manulife Indonesia.

KPPU harus membuktikan seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 22 UL
No. 3 Tehur 1993, Pedoman Pasal 22 UL No. 53 Tahun 1999 menjabarkan
Pasal 22 menjadi 5 unsur yait:

Unsur Pelako usaha

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, pelaku vsaha adalah “sctiap
orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau
bukan badan hukum vang didirikan dan berkedudokan atau melakukan
kegigtan dalam wilaysh hukom negara Republik Indonesia, baik sendin
maupun bersama-sama melalul perianjian, menyelenggarakan berbagai
kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Unsur Bersekongkol

Bersekongko! adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan
pihak lain atas inisiatif slapapun dan dengan cara apapun dalam upaya
memenangkan peserta tender tertentu.

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa;

Kerjasama antara dua pihak atau lebih;

Secara terang-terangan maupun diam~diam melakukan tindakan penyesuaian
dokumen dengan peserta lainnya,

Membandingkan dokumen tender sebeium penyerahan;

Menciptakan persaingan semu;

Menyetujui dan atan memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
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Tidak menclak melakukan suata tindakan meskipun mengetahui atau
sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur
dalam rangka memenangkan peseria tender tertentu.

Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihsk
terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaba yang
mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Unsur Pihak lain

Pihak lain adalgh para pihak {vertikal dan horisontal) yang teriibat dalam
proses tender yang meiakukan persekongkolan fender, baik pelaku usaha
sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lalnnya yaog terkait dengan
tender terschut.

Unsur Mengator dan atau Menentukan Pemenang Tender

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan
para pihak yang terlibat dalamn proses fender secara bersekongkol yang
bertujuan untuk menyingkirkan pelako usaba lain sebapai pesaingnya dan
atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.
Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara [ain
dilakukan daiam hal penectapan kriteria pemenang, persyaratan teknik,
keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

Unsur Persaingan usaba tidak schat,

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaky usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dap afsu pemasaran barang dan afau jasg
vang dilakukan dengan cara Hdsk juiur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha,

Dalam penjabaran unsur Pasal 22 U No. 5 Tahun 1999, unsur
bersekongkol dan unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender
sering disatukan schingga menjadi bersekongkol untuk mengator dan
menentukan pemenang tender. Hal ini dapat dibenarkan karena perilaku
bersekongkol terkadanyg tidak dapat dipisahkan dari perilaku untuk mengatur

dan atau menentukan pemenang tender.
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B. Saran

I

KPPU hendaknya konsisten dalem menjabarkan selurch unsur Pasal 22 UU
No. 5 Tehun 1999, sehingga apa yang terjadi dalam Perkara No. 04/KPPU-
L2005 dimana Majelis Komisi tidak menjabarkan unsur pelaku usaha dan
pihak lain, tidak terulang kembali,

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah pasal yang pendekatan hukumnya
menggunakan rule of reason sehingga mengharusken KPPU memperoleh
bahan-hahan penelitian yang lengkap untuk melakukan proses pemeriksaan
dan dalam melakukan analisis secara mendalam sebelum memutus perkara
unfuk membuktikan ferjadinya persaingan usasha tidak schat dalam
persekongkolan tender. Oleh karena itu, pembuat 1 atau DPR perlu
mengamandemen Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga menggunakan
pendekatan  hukurn  Per Se  illeggl  dengan  menjadakan kata-kata

........ sehingga mengakibatien persaingan usaha tidak sehat.”
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Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No, 5 Tahun 1999 LN No. 33
Tahun 1999, TL.N No. 3817

. Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No. 75

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

. Peraturan Mahkamah Agung Tenteng Tata Cara Pengajnan Upaya
Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Perma No. 1 Tahun
2003,

V. PUTUSAN-PUTUSAN
Putusan KPPU No. 03/KPPU-1/2002 Tentang Tender Penjualan Saham dan
Obligasi FT Indomobil Sukses Internasional, Tbk,

Patusan KPPU No. O05/KPFU-L/72004 Tentang Tender Pengadazn Jasa
Pengamanan di PT Thames PAM Jaya.

Putusan KPPU No. O4/KFPLULL200S Tentang Pelelangan Gula llegal yang
Dimenangkan oleh PT Aagels Products.

Putusan KPPU No. 07/KPPL-1/2005 Tentang Penjualan 2 (dua) unit Tanker
Very Large Crude Carvier (VLCC) PT Pertamina (Persero).

Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2006 Tentang Tender Perbaikan Bangsal di
RSUD Pematang Siantar.

Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2007 Tentang Tender Pengadaan Alat
Pembasmi Nyamuk (Mesin Fogging) vang disclenggarakan oleh Biro
Admimstrasi Wilayah DKI Jakarta.

Putusan KPPU No, 17/KPPU-L/2007 Tentang Pelelangan 1800 saham PT

Dharmala Sakli Sejsbiera yang ada di PT Asurapnsi Jiwa Manulife
Indonesia.

Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH Ul, 2008



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pdt KPPU/2005/PN. Jak.
Sel.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No, (04 K/KPPU/2006.

Analisis Yuridis..., Dewi Sita Yuliani, FH Ul, 2008





